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DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

engawali tahun 2020, Komisi
Yudisial menggelar Rapat
Kerja yang kental membahas

upaya penguatan lini pelayanan

kepada publik, pada tanggal 12 sampai
dengan 13 Februari, bertempat di Hotel
Aston Marina Ancol, Jakarta Utara.
Salah satu carauntuk memperkuat

lini pelayanan publik ini dilakukan
dengan menjalankan serta menerapkan
program Reformasi Birokrasisecara
intensif disetiap unit dan bidang.

Meskiditengah pandemic Covid-19
yang berkepanjangan, namun Komisi
Yudisial tetap menyiapkan Rencana
Strategis (Renstra) 2020 — 2024
yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah

————
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Nasional (RPJMN) 2020 — 2024, halini
sesuaiarahandariSekretaris Jenderal
(Sekjen) Komisi Yudisial, Tubagus
Rismunandar Ruhijat, pada Rapat Kerja
tempo lalu, dengan mengacu pada
RPJMN, akan memudahkan lembaga
ini, untuk mencapai tujuannya.

“Pada RPJMN 2020 - 2024 ada

poin penataan dibidang hukum dan
keadilan, sehingga Renstra Komisi
Yudisial juga disesuaikan dengan
mengacu pada RPJMN itu dan, jika
nantiditurunkandalam program
kegiatan, akan lebih mudah bagi Komisi
Yudisial untuk mengarahkan pada
tujuanyangingindicapainya,” Jelas
Sekjenanyar itu.

Pada pelaksanaan kewenangan,
Komisi Yudisial juga telah menyiapkan
Assessment Center dalam melakukan
rekrutmen hakim, halini merupakan
salah satu upaya pemaksimalan hasil
dan kebutuhan formasihakim agung
yang berdasarkan kebutuhandari
Mahkamah Agung, informasilebih
lengkap pembaca dapat melihatnya
pada Laporan Utama edisiini.

Selainitu kamijuga menyajikan artikel
—artikelmenarik yang mengulas
terkait dengan pemanfaatan aplikasi
Karakterisasi Putusan, yang sejauhini
sudah dapat dijalankan dalam platform
android, pengguna dapat dengan

DARI REDAKSI

mudahnya mengunduh diplay store.
Lebihjauhkamijuga menyajikannya
dalam Liputan Khusus edisiawal tahun
2020ini.

Pada kesempatan inikamiingin
menyampaikan dengan berat
hatibahwa terbitan Majalah KY di
tahun 2020 hanya menjadiduakali
dalam setahun, yang sebelumnya
terbit sebanyak empat kali dalam
setahun, halini disebabkan untuk
mendukung upaya Pemerintah dalam
penganggulangan pandemic Covid-19,
yang berimbas pada efisiensianggaran
diKementeriandan Lembaga.

Akhirulkalaam kamidari Tim Redaksi
tetap berusaha untuk menyajikan
informasi yang berkualitas bagi
pembaca Majalah Komisi Yudisial,
meskibanyak sekalitantangan yang
kita hadapibersamaditahunini
namun, kamiberharap pembaca tetap
setiamendoakanagar lembaga ini
berkinerjajauh lebih baik lagi, sehingga
dapat membantu penegakan hukum
khususnya dibidang peradilan agar
menjadilebih baik. Atas nama Tim
Redaksi, kamimohon maaf apabila
adakehilafan dan terimakasih atas
kesabaran dan perhatiannya.

selamat membaca,

Tim Redaksi

www.komisiyudisial.go.id
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omisi Yudisial
(KY) tengah
mempersiapkan

pembentukan assessment
center yang bertujuan
untuk melakukan
asesmen kompetensi
yudisial untuk calon hakim
agung. Pelembagaan
assessment center diKY
agar lebih sesuaidengan
pemaksimalan hasil

dan kebutuhan formasi
hakimagung. Selama
ini,asesmen terhadap
kompetensicalon hakim
agung belum banyak
terakomodasioleh
lembaga penyediajasa
assessment center yang
menggunakan alat ukur
kompetensiyang bersifat

n Konmisi YupisiAL
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umum. Sementara,
kompetensicalon hakim
agung bersifat spesifik
dankhusus.

Bahkan tidak menutup
kemungkinan,
assessment center yang
terlembagakan diKY
bisa saja dimanfaatkan
olehlembaga-lembaga
Negarajika dibutuhkan,
sepertiuntuk seleksi
calon hakim konstitusi
danhakim pajak. Selama
ini, untuk rekam jejak
dalam seleksi pejabat
negara lain, sebagian
sudah memanfaatkan
hasilrekamjejak yang
dilakukan oleh Biro
InvestigasidiKY.

“Padadasarnya, kita
membuat assessment
center untuk menyokong
kewenangan KY terkait
dengan kompetensihakim,
tetapi tidak menutup
kemungkinan kalau antar
lembaga negara kan biasa
salingmemanfaatkan
satu sama lain. Jadi

bisa saja kalau untuk
hakim konstitusidan
hakim pajak, kan mereka
biasanya menggunakan
assessment center
umum,” kata Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim KY
Aidul Fitriciada Azhari,
Kamis (12/3/2020).

Saatini,untuk Aparatur
SipilNegara (ASN)-Badan

Aidul Fitriciada Azhari
Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim

Kepegawaian Negara
(BKN) sudah memiliki
assessment center.
Termasuk untuk TNI/
Polrijuga sudah memiliki.
Terbaru, Mahkamah
Agung telah meresmikan
assessment center untuk
calon hakim, panitera, dan
ketua pengadilan. Selama
ini yang belum memiliki
assessment center adalah
calon hakimagung.

Aidul Fitriciadajuga
menyinggung soal
assessment center MA
yang baru saja diresmikan.
Menurutnya, kebutuhan
assessment center MA
bukan hanya untuk hakim,
tapijuga untuk panitera,

www.komisiyudisial.go.id
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“Pada dasarnya, kita membuat assessment center untuk

menyokong kewenangan KY terkait dengan kompetensi

hakim, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau antar

lembaga negara kan biasa saling memanfaatkan satu sama

lain. Jadibisa saja kalau untuk hakim konstitusi dan hakim

pajak, kan mereka biasanya menggunakan assessment

centerumum.”

ketua pengadilan, dan
seterusnya. Sementara,
kalau assessment center
KY lebih spesifik pada
kompetensihakim agung.
Sementara MA lebih pada
manajemen pengadilan
danmanajemen
kehakiman. Artinya,
antara assessment
center KY-MA memiliki

kompetensiyang berbeda.

Assessment center
kompetensikehakiman
lebih kepada kompetensi
hakim, sementara
kompetensi MA lebih
bersifat umum.

Secarakelembagaan,

assessment center KY
membutuhkan beberapa

www.komisiyudisial.go.id

tahapan untuk terbentuk.
Tahap awal,KY sudah
mempersiapkan timyang
kompeten dibidangnya.
Bahkan, pada seleksi
Calon Hakim Agung tahun
2019, sudah dimulai
dengan penyusunan
kamus kompetensicalon
hakimagungdengan
melibatkan hakim agung
dan paraahli, serta
divalidasidan simulasi
dengan melibatkan hakim
agung.

Tahap kedua, adalah
pembentukan tim
asesornya. Dalam

tahapanini, diakuinya,
agak berbedadengan
pembentukan assessment

center diMA. Kalau MA
lebih memprioritaskan
pembangunan gedung
dan fasilitas lainnya dulu.

Karena keterbatasan
anggaran, KY belum dapat
menyiapkan saranadan
prasarana. Jadifungsi
yang lebih dikedepankan
adalah dengan
menyiapkan sumber
dayamanusia (SDM),
saranadan prasarana
akan disiapkan setelah
anggaran tersedia.

“Jadikitalebih
menekankan pada
fungsinya lebih dahulu,
sudah lengkap baru
gedung. Tapipadaintinya

semuanyaditangani.
Asesor yang menangani
dipilih KY sendiridan
melibatkan hakim agung
dan mantan hakim agung.
Semuanya terkait dengan
banyak hal, salah satunya
rahasianegara. Rahasia
daripara hakim yang
disertakan timasesmen,
itu haruskitapegangjuga,”
terangnya.

Pada SeleksiCalon
Hakim Agung 2019,
kamus kompetensi
hakim agung sudah
diterapkan langsung
pada calon hakim agung,
termasuk proses evaluasi
setiap seleksi. Evaluasi
dan perbaikan akan

EDISI .
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terus dilakukan sesuai
perkembangan. Dalam
dua tahun terakhir, sistem
yang sudah diaplikasikan
diharapkanbisaberjalan
sesuaiharapan sambil
fokus pada pembentukan
kelembagaan.

KetuaKY JajaAhmad
Jayus pun membenarkan
jikadalam duatahun
terakhir proses seleksi
calonhakimagung,
menyangkut asemen
kompetensiditangani
timasesor dariKY. “Ke

depannya, assessment
centerinternal KY bisa
lebih sesuaidengan hasil
dankebutuhanyang
diharapkan,’kata Jaja
Ahmad Jayus.

Jajadan Aidul pun
menargetkan, sistem
assessment center KY
bisarampung tahun

ini. Sementara untuk
kelembagaan resmibelum
bisa dipastikan waktunya
karenamasihada
beberapa variabel yang
harus dipersiapkan. Salah

satunyatimasesor yang
harus dipersiapkan dengan
melakukan perekrutan
baik dariinternal maupun
eksternal.

Saatini, kendala utama
pembentukan assessment
center adalah keterbatasan
SDM, sementaralembaga
baruinimembutuhkan
sumber dayayang
lumayan banyak. Misalnya
untuk menyeleksicalon
hakim agung sebanyak
150 pendaftar. Secara tidak
langsung membutuhkan

SDMyang banyak,
sementara sumber daya di
KY sangat minim.

Tidak hanyaitu, sosok
yang akan mengisitim
inijuga harus memiliki
kompetensihukum

dan latar belakang
psikologi, manajemen,
atau teknik industri.
Untuk mendapatkan
SDMyang sesuaidengan
kriteria tersebut, tidak
mungkininternal KY bisa
memenuhi. Makanya,
minimal sebagian SDM

Jaja Ahmad Jayus
KetuaKY
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“Kalau sistem sedang kita bangun sekaligus

mempersiapkan SDM. Kalau kelembagaan

yang dipersiapkan hanya gedung saja. Kalau

soal gedung sudah kita bicarakan, kita punya

aset. Lokasi tetap di Gedung KY, terintegrasi.

Semacam badan baru. Karena banyak

menampung banyak orang, termasuk dari

institusi. Itu jabatan fungsional.”

harus dipenuhidariluar.
Namun, kendali secara
pertanggungjawaban
tetap ditanganKY.

“Kalau sistem sedang
kitabangun sekaligus
mempersiapkan SDM.
Kalau kelembagaan

yang dipersiapkan hanya
gedungsaja.Kalau

soal gedung sudah kita
bicarakan, kita punya aset.
Lokasi tetap di Gedung
KY, terintegrasi. Semacam
badanbaru.Karena
banyak menampung
banyak orang, termasuk
dariinstitusi. ltujabatan
fungsional,” jelas Aidul.

Koordinasidengan
Bappenas dan Komisi
NIDPR

Terkait pembentukan
assessment center Ketua
KY Jaja Ahmad Jayusdan

www.komisiyudisial.go.id

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Aidul Fitriciada
Azharimengakui
sudahberkoordinasi
denganbeberapa
lembaga terkait seperti
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan Komisi
[IIDPR.Bahkan, kata
Aidul, dariDirektorat
Hukum dan Regulasi
Bappenas sudah hadir dan
melakukan pembahasan
bersama terkaitrencana
pembentukan assessment
centerKY.

Dalam pertemuan

itu, Aidul Fitriciada
menceritakan, dirinya
sudah menjelaskan
secaragamblang terkait
program assessment
center KY.Bappenas pun
merespons dengan baik
dan memasukan program
tersebut dalamrencana

strategis (Renstra) KY

lima tahun ke depan, yakni
2020-2024. Artinya,
eksekusiprogram tersebut
tidak bisa sekaligus, tapi
dibagi dalam beberapa
tahun atau bertahap
karena menyangkut
persoalananggaran.

LAPORAN

UTAMA

Selain menyambut baik,
Bappenasjuga sempat
mengklarifikasibeberapa
halterkait assessment
center KY yang akan
dilembagakan, misalnya:
Apayang akan dilakukan
dengan assessment
center? Kenapa harus
membentuk assessment
center? Targetnyaapa?
Dan beberapa pertanyaan
lainnya. Artinya, lanjut
dia, Bappenas melihat
urgensinya pembentukan
assessment center diKY.
Bahkan, Bappenasjuga
akan menganggarkan
program tersebut dalam
rentang waktu tertentu.

Aidul menambahkan,
yang terpenting dari
assessment center ini
adalah bisadijadikan
dasar untuk menentukan
kelulusan calon hakim

Yang terpenting dari
assessment centerini
adalah bisa dijadikan dasar
untuk menentukan kelulusan

calon hakim agung. Ke depan,
bukan hanya menentukan
kelulusan calon hakim
agung, tapi untuk dijadikan
penilaian profesional.

JUNI 2020
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agung. Kedepan, bukan
hanya menentukan
kelulusan calon hakim
agung, tapi untuk dijadikan
penilaian profesional.
Misalnya, assessment
centernyadiintegrasikan
ke dalam pelatihan,
kemudian KY memiliki
catatan untuk penilaian
profesional terhadap
hakim ke depan.

“Jadikita punya catatan,
kalau hakiminipunya
kemampuan dan potensi
apa, kompetensidasarnya
sepertiapa, bisakita
proyeksikan ke mana kalau
ada kekurangan, kita bisa
melakukan treatment dan
sebagainya,” harapnya.

Termasuk dalam proses
seleksicalon hakimagung,
asesmen kepribadian dan
kompetensicalon hakim
agung menjadisalah

satu variabel penting
penilaian lanjut tidaknya
kandidat ke proses seleksi
tahap berikutnya. Tahap
ini bertujuan memotret
kepribadian, pengetahuan,
keterampilan dan sikap
calon hakim agung ketika
dihadapkan pada simulasi
lingkup pekerjaan sebagai
hakimagung.

Asesmen kepribadian
dan kompetensiini
juga bertujuan menguiji
integritas peserta.

Hal tersebut meliputi
komitmen terhadap
kebenaran, kepatutan,

EDISI
JANUARI
JUNI 2020
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juga dayatahan mental
terhadap pekerjaan.

Ini penting untuk
dieksplorasimengingat
KY menekankan integritas
dan kompetensidalam
menghasilkan calon hakim
agung yang berkualitas.

Kolaborasi MA-KY
Terkait Fasilitas dan
SDM?

Peneliti Pusat

Kajian Kebijakan

Publik dan Hukum
(Puskapkum) Ferdian
Andiberpandangan,
secara konstitusional
kewenanganKY terkait
denganrekrutmen calon
hakim agung.

Terkait dengan
pelembagaan assessment
center yangdiusulkan
oleh KY, secara praktis
memang butuh. Hanya
saja, terkait kelembagaan
ini, MA juga memilikinya.
Lebih baik, KY dan

MA dapat melakukan
kolaborasikhususnya
terkait penggunaan
fasilitas yang dimiliki MA
dalamrangka kepentingan
assement center calon
hakim agung, dengan
syaratKY tetap bekerja
independen, transparan,
dan akuntabel.

“Dengan carakolaborasi
ini, tentu keuangan negara
akan lebih hemat, dan

Ferdian Andi
Peneliti Pusat Kajian
Kebijakan Publik dan
Hukum (Puskapkum)

sisilainnya akan terjadi
harmonikelembagaan
antaraKY dan MA," kata
Ferdianyangjuga Dosen
Hukum Tata Negara
(HTN) FH Universitas
Bhayangkara JakartaRaya
saat dihubungi, Kamis
(12/3/2020).

Menurutnya, usulan

KY untuk membuat
assessment center harus
berbasis kebutuhan dan
hasil evaluasi. Sampaikan
kondisi objektifnya ke
publik. Meskidalam
praktiknya, proses asemen
yangdilakukanKY selama
ini berjalan normal. Jika
pun terdapat kendala,
bukan terletak pada KY

www.komisiyudisial.go.id



namun terletak pada calon
yang tidak memenuhi
kriteria.

Sementara, Direktur Pusat
StudiKonstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Fery Amsarimenilai,
rencana KY yangakan
melembagakan direktorat
baru assessment center
merupakan langkah
positif.

Menurutnya, langkah
tersebut merupakan
terobosan baru untuk
mendapatkan hakim
agungyang kompeten,
berintegritas, dan
profesional.

www.komisiyudisial.go.id

Diaberharap, keberadaan
assessment center di

KY bisamemberikan
ruang untuk membuka
proses yang baik dan
transparanagar mampu
menghasilkan hakim
agungyang tidak hanya
kuat dikompetensi, tapi
jugadiintegritas.

“Sebenarnya ya saat
ini, sepanjang dalam
rangka menghasilkan
yang berkompeten dan
berintegritas maka
model saat iniatau
assessment center bisa
saja. Hemat saya, kalau
model assessment center
membuat kinerja lebih
cepat danbagus. Ini

Fery Amsari
Direktur Pusat Studi

Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

program yang bagus,”
kata Dosen FH Universitas
Andalasini.

Menurut Fery,rencanaKY
dan MA melembagakan
assessment center
merupakan teknis

yang strategis untuk
menghasilkan hakim
agung, hakim, panitera
dan ketua pengadilanyang
bermutu.

Harapannyaagar
assessment center
menjadiruang untuk
membuka proses yang
baik dantransparanagar
mampu menghasilkan
aparat peradilan yang tidak
hanya kuat dikompetensi,

LAPORAN

UTAMA
h

\H KOMISI YL

a MAJA

tapijugadiintegritas.
Namun, diajuga menyoroti
keberadaan assessment
center diMA yangsalah
satu tugasnya menyeleksi
calon hakim. Menurutnya,
keberadaan assessment
center MA kurang tepat jika
bertugas menyeleksicalon
hakim. Sebab, tugas MA
bukan untuk menyeleksi
calon hakim.

Artinya, kekuasaan
kehakiman itu kekuasaan
untuk menyelengarakan
peradilan menurut UUD.
“Mestinya proses seleksi
hakim dan penyelenggara
peradilandiserahkanke
assessment center KY
saja,” kata Feri.[W
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PERSPEKTIF

HUKUM SEBAGAI INDUSTRI
DALAM PENGUATAN
PERAN KOMISI YUDISIAL

Bahrul Ilmi Yakup

(Dosen pascasarajana Universitas Jayabaya Jakarta, Universitas Sriwijaya Palembang, Ketua
AsosiasiAdvokat Konstitusi, Advokat dan Konsultan Hukum)

ahfud MD
baru-baruini
melontarkan

kritik jemala kritis
terhadap lanskap hukum
Indonesia dewasaini,
dengan mengatakan ...
hukum sebagaiindustri”.

Sebagaikritik jemala
kritis, sejatinya lontaran
Mahfud tersebut dapat
dijadikan momentum
dan sekaligus instrumen
untuk memahami seraya
mendekonstruksilanskap
hukum Indonesia yang
dalam persepsiumum
danawam memangdirasa
jauh dariideal, utamanya
oleh kalanganrakyat
kecil yangrerata kurang
memiliki akses terhadap
keadilan

Dimensi Sistem
Hukum

Sebagai suatu konstruksi
gagasan, hukum sebagai
industrisebetulnya
sesuatu hal yang absah.

EDISI
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Apalagibila dipadukan
denganragangan teori
sistem hukum klasik
yang diintrodusir oleh
William Friedmann yang
membagi hukum sebagai
sistem sosial ke dalam
tiga subsistem, yaitu
substansihukum (legal
substance), struktur
hukum (legal structure),
danbudaya hukum (legal
culture).

Pada dimensi substansi
hukum sejatinya hukum
hanyalah rangkaian
norma, baik norma
sebagai produk legislasi,
regulasi, atau budaya
masyarakat hukum yang
terlembaga.

Suatunorma dibentuk
secara wajar sesuai
dengan tujuan
pengaturan yang secara
umum untuk memberi
kepastian hukum (legal
certainty), sejatinya
ihwal yang baik untuk
kemaslahatandan
kemanfaatan masyarakat
hukum itu sendiri. Oleh
karena pada galibnya,
suatu masyarakat hukum
(legal community)
memang membutuhkan
norma hukum dalam
rangka mengatur tata
kehidupannya.

Padadimensi struktur
hukum sejatinya hukum
memang membutuhkan
struktur sebagai
pemegang kekuasaan
untuk mengemban

www.komisiyudisial.go.id

perintah hukum
sebagainorma. Suatu
struktur yang berjalan
sesuaidengan tujuan
pembentukannya
secaraansich untuk
mengemban perintah
normajuga memang
dibutuhkan oleh
masyarakat hukum,
oleh karena hukum
sebagainormamemang
membutuhkan
pengejawantahan oleh
suatu struktur yang sah
danberwenang.

Sedangkan pada
dimensibudaya

hukum, sebetulnya
hukum memang sangat
membutuhkan budaya
sebagai penguat
sekaligus validan. Tanpa
sokongan budaya, hukum
menjadi sesuatu yang
asing dan kehilangan
sandaran etikadan
moralitas, sehingga
hukum dipersepsikan
sebagaisuatu yang
menindas atau represif.

Hukum Sebagai
Industri

Bila beranjak daridefinisi
normatif yangdiberikan
oleh Undang-Undang
No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, yang
memaknai Industri
sebagai seluruh bentuk
kegiatan ekonomiyang
mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan
sumber dayaindustri
sehingga menghasilkan

barang yang mempunyai
nilai tambah atau manfaat
lebih tinggi, termasuk jasa
industri, maka sejatinya
industri sebagai kegiatan
ekonomimerupakan
kegiatan yang positif

dan produktif dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Industri merupakan
kegiatan mengolah bahan
baku menjadibarang
setengah jadi, atau barang
jadi, atau mengkreasidan
menginovasijasadalam
rangka menciptakan efek
ganda (multiplier effect)
untuk memperoleh nilai
tambah (added value).

Bila kerangka dan
konstruksiindustri
demikian diaplikasikan ke
dalam sistem hukum yang
terdiriatas substansi,
struktur, dan kultur;
dalam kerangka tertentu
sebetulnyaindustri
merupakan kegiatan
positif produktif dalam
rangka memaksimalkan
tujuan hukum, yaitu
mencapai kepastian dan
kesebandingan hukum.

Sebab, industriakan
menjadi faktor penunjang
yang akan mendorong
terciptanya substansi
hukum yang baik dan
berkualitas dalamrangka
sebesar-besarnya
kemakmuran

rakyat. Industriakan
berperan besar dalam
mengefektifkan kinerja
struktur hukum, dan
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industripun akan
berkonstribusi signifikan
untuk menciptakan kultur
hukum yang positif.

Namun demikian,
memang tak dapat
dimungkiri bahwa
industri sebagai kegiatan
ekonomimemang
dapat seraya gampang
dimanipulasi menjadi
instrumen efektif yang
memberikeuntungan
finansial kepada pihak
tertentu sehingga
berujung pada kerugian
hukum (law damages).

Ada beberapajemala
tindakan manipulasi
industri terkait sistem
hukum antara lain:
Pertama, legislation
crime, yaitu kejahatan
legislasiatau regulasi
dalam tataran pada
dimensi substansi
hukum. Kejahatan
legislasidapat terjadi
padasemua leveljenis
perundang-undangan
yang dimaksud Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang
No.12 Tahun 2011tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,
yang menjelaskan secara
hierarkijenis peraturan
perundang-undangan
dilndonesia terdiri atas:
(a) Undang-Undang
Dasar 1945, (b) Tap MPR,
(c) Undang-Undang/
Perppu, (d) Peraturan
Pemerintah, (e) Peraturan
Presiden, (f) Peraturan
Daerah Provinsi, dan
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“Padabidang kekuasaan yudisial,
sejatinya KY dapat memaksimalkan
efektifitas kekuasaannya dalam rangka
menciptakan kekuasaan yudisial yang

lebih profesional dan berkualitas. . "

(g) Peraturan Daerah berlalu lintas, atau dalam
Kabupaten/Kota. barisan antrean, dan
yang terbaru tindakan
Kedua, korupsi pada pemberitaan yang
struktur birokrasihukum,  menyesatkan atau
seperti tindak pidana disinformasioleh media

penyuapan untuk massa baik konvensional,
Dalam memperoleh diskresi  ataumediasosial.
tertentu seperti

rangka menjagadan Surat Perintah Ketiga, jemala tindakan
Penghentian industri terkait hukum
menegakkan kehormatan, Penyidikan tersebut memang masih
yang lebih menjadi ancaman bagi
keluhuran martabat' serta dikenal SP3 hukum dan keadilan di
perilaku hakim, aparat pada level Indonesia. Oleh karena
ac penyidikan itu, para pengemban
penegak hukum wajib baikoleh polisi,  kekuasaan p?)blik baik
menindaklanjuti jaksa, atau Komisi  legislatif, eksekutif, atau
. Pemberantasan yudisial seyogianya
permmtaan KY Korupsi (KPK). memiliki profesionalitas
Penggelapan danintergritas untuk
terhadap barang bukti senantiasa mencegah
oleh penyidik atau danmemberantas jemala
suap terhadapjajaran kejahatan terkait hukum.
peradilan dalam rangka
menciptakan keadaan Peran Komisi Yudisial
hukum baru, atau putusan
hakim yang bersifat Komisi Yudisial (KY) yang
konkret. dibentuk berdasarkan
ketentuan Pasal 24B
Ketiga, tindakan Undang-Undang Dasar
indisipliner dalam 1945, dan dilembagakan
perilaku, sepertitindakan  melalui Undang-Undang
menyerobot dalam Nomor 18 Tahun 2011
EDISI . s . .
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tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun

2004 Tentang Komisi
Yudisial, sebetulnya
dapat mengambil peran
lebih produktif dalam
rangka mencegah dan
memberantas jemala
tindakan industri terkait
hukum, utamanya pada
bidang yuidisial, dan pada
lembaga KY sendiri.

Pada bidang kekuasaan
yudisial, sejatinya KY
dapat memaksimalkan
efektifitas kekuasaannya
dalamrangka
menciptakan kekuasaan
yudisial yang lebih
profesional dan
berkualitas. Sesuai
ketentuan Pasal 13
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial, KY
mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan
pengangkatan hakim
agungdan hakim ad
hoc di Mahkamah
Agungkepada DPR
untuk mendapatkan
persetujuan;

2. Menjagadan
menegakkan
kehormatan,
keluhuran martabat,
serta perilaku hakim;

3. Menetapkan Kode
Etik dan/atau

www.komisiyudisial.go.id

Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH)
bersama-sama
dengan Mahkamah
Agung;

4. Menjagadan
menegakkan
pelaksanaan Kode
Etik dan/atau
Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).

Selanjutnya, berdasarkan
ketentuan Pasal 14
Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2011, dalam
melaksanakan wewenang
untuk mengusulkan
pengangkatan hakim
agungdan hakim ad

hoc diMahkamah
Agungkepada DPR
untuk mendapatkan
persetujuan, KY
mempunyai tugas:

a. Melakukanpendaftaran
calon hakimagung;

b. Melakukan seleksi
terhadap calon hakim
agung;

c. Menetapkan calon
hakim agung; dan

d. Mengajukan calon
hakimagung ke DPR.

Sedangkan untuk
menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
hakim, Pasal 20
Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2011 mengatur
KY mempunyaitugas:

a.

Melakukan
pemantauandan
pengawasan
terhadap perilaku
hakim;

Menerima laporan
darimasyarakat
berkaitan dengan
pelanggaran Kode
Etik dan/atau
Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH);

Melakukan verifikasi,
klarifikasi, dan
investigasi terhadap
laporan dugaan
pelanggaran Kode
Etik dan/atau
Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH)
secara tertutup;

Memutus benar
tidaknya laporan
dugaan pelanggaran
Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH)
secara tertutup;

Mengambil langkah
hukum dan/atau
langkah lain terhadap
orang perseorangan,
kelompok orang,
atau badan hukum
yang merendahkan
kehormatan dan
keluhuran martabat
hakim.

Selain tugasitu, KY juga
mempunyai tugas

(1). Mengupayakan

peningkatan

PERSPEKTIF

kapasitas dan
kesejahteraan hakim.

(2). Meminta bantuan
kepada aparat
penegak hukum
untuk melakukan
penyadapan
dan merekam
pembicaraan dalam
hal adanya dugaan
pelanggaran Kode
Etik dan/atau
Pedoman Perilaku
Hakim oleh Hakim.

Dalamrangkamenjaga
dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta
perilaku hakim, dan
aparat penegak hukum
wajib menindaklanjuti
permintaan KY.

KehadiranKY tentu
sajamejadiharapan
masyarakat pemburu
keadilan yangmurah
terpercaya, profesional
dan adil.

Tetapiketerbatasan
sumber tenaga kerja
menjadi kendala untuk
melayani masyarakat,
menyebabkan agak
terganggu, sehingga
mereka banyak yang
mengeluarkannya.

KarenaituKY yang

bak oase dipadang
gurungersang
diharapkan mampu

lebih meningkatkan
pelayanannya. Semoga [l
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Perselingkuhan Aparatur
Negara

( Taufig Tri Adi Sunarko)

paratur Sipil
Negara (ASN)
merupakan

profesibagi pegawai
negerisipil dan pegawai
pemerintah dengan
perjanjian kerja yang
bekerja padainstansi
pemerintah.

Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya,
ASN harus memiliki
kompetensiyang
mendukung. Selain

itu, ASNjuga harus
melaksanakan tugas
tersebut sesuaidengan
nilai dasar, kode etik, dan
kode perilaku institusi.

Padatahun 2018, Komisi
Aparatur Sipil Negara
(KASN) telah melakukan
evaluasiterhadap
pelaksanaan nilai dasar,
kode etik, dan kode
perilaku.

Sebagian besar
permasalahanyang
muncul dalam bentuk
pelanggaran berupa
kasus netralitas ASN
terkait dengan pemilihan
umum atau daerah,
indisipliner, perceraian,

m Konmisi YupisiAL
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dan perselingkuhan. Dari
keempat permasalahan
tersebut diantaranya
bersinggungang dengan
aspek privat dari ASN.

Apakah memang
adaalasankenapa
perselingkuhan menjadi
layak dianggap sebagai
permasalahan ASN
yang harus dilakukan
penindakan?

ASN merupakan

salah satu faktor
kelancaran pelaksanaan
pembangunan dan
pemerintahan.
Kedudukan dan peran
ASN dalam setiap
institusi sangat
menentukan, sebab
ASN merupakan tulang
punggung negara
dalam melaksanakan
pembangunan nasional.

Sepertihalnya
istilah,”not the gun, the
man behind the gun”,
atau “bukan senjatayang
penting melainkan orang
yang menggunakan
senjataitu”. Senjata

atau alat secanggih
apapun tidak mempunyai

artiapa-apaapabila
orang yangdipercaya
menggunakan senjata
itu tidak melaksanakan
kewajibannyadengan
benar.

Perspektif
TNIterhadap
Perselingkuhan

Pada tahun 2005,
Panglima TNI
menerbitkan Surat
Telegram Nomor:
STR/198/2005, yang
menyatakan "tentang
usul pemberhentian
dengan tidak hormat
(pemecatan) bagi
anggota TNIyang
melakukan pelanggaran
susila terhadap sesama
prajurit, istri/suami/anak
atau melibatkan PNS,
istri/suamidilingkungan
TNI".

Unsur dalam Surat
Telegram tersebut
kemudian dikenal
dengan pelanggaran
susila dengankeluarga
besar TNI. Surat
Telegram Panglima TNI
tersebut menjadidasar
penjatuhan pidana

tambahan berupa
pemecatan kepada
prajurit TNl yang terbukti
bersalah melanggar
susiladengankeluarga
besar TNI.

Pidana pemecatan bagi
anggota TNIdianggap
sebagaipidanayang
berat, lebih berat
dibandingkan dengan
sanksipidana lainnya
seperti pidana penjara.
Haltersebut karena
seoranganggota TNI
yang dipecat akan
kehilangan kebanggaan
dirinya sebagaianggota
TNI.

Terpidanajuga
kehilangan hak
pensiun, padahal secara
manusiawi setiap
individu membutuhkan
penghasilan untuk
mencukupi kebutuhan
sehari-harinya ketika
telah masuk masa
pensiun.

Menurut Imron Anwari,
tindak pidanayang
dapat dijatuhi pidana
tambahan pemecatan
daridinas militer selain

www.komisiyudisial.go.id



pelanggaran susila
dengan keluarga besar
TNIadalah tindak
pidana narkotika,
penyalahgunaan
senjata api, tindak
pidanaillegallogging,
desersi, insubordinasi,
perkelahian antar
angkatan, dan

www.komisiyudisial.go.id

pembunuhandengan
ancaman lebih dari15
tahun penjara.

Lebih lanjut Imron Anwari
menambahkan, tindak
pidana susiladengan
keluargabesar TNI
dipandang layak untuk
dijatuhi pidana tambahan

pemecatankarena
perbuatan tersebut
melanggar susila apabila
dilakukan denganistri

bawahan atauistriatasan.

Sesungguhnya halitu
telah merusakcitra
dan martabat status
dan kepangkatan yang

PERSPEKTIF

disandangnya, serta
menimbulkan citra
negatif nama baik
kesatuan di masyarakat.

Lebih lanjut pelanggaran
susila merupakan
perbuatan nyata tidak
sepatutnyadilakukan,
karena dapat berakibat

Ilustrasi selingkuh
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keretakan, ketegangan
dikalangan prajurit,
menurunkan kepercayaan
bawahan kepada atasan
atau sebaliknya, sehingga
dapat menyulitkan
pimpinan dalam
melakukan pembinaan di
kesatuan.

Pendapat Imron Anwari
diatas menjelaskan
betapa berbahayanya
perselingkuhan terhadap
keberlangsungan

suatu organisasi.
Perselingkuhan
mengakibatkan iklim
kerja menjadi tidak
kondusif dan berdampak
pada capaiankinerjayang
menurun bahkan gagal.

Perselingkuhan
sebagaiPelanggaran
Disiplin ASN

Penelitian Sintya
Augustianti, dkk di
Pemkot Pontianak pada
tahun 2013 menunjukkan
bahwa perselingkuhan
dimasukkan ke dalam
jenis pelanggarandisiplin
sedang.

Lebih menariknyalagi
dalam jenis pelanggaran
disiplin berat terdapat
pelanggaran menikah
siri. Pernikahan siri
merupakan bentuk
pelembagaan dari
perselingkuhan.

Dilihat darijenis
pelanggarannyayang
termasuk ke dalam

m Konmisi YupisiAL
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jenis yang sedang,
perselingkuhan masih
dalam lingkup pacaran
yang dilakukan oleh ASN
yang sudah memiliki
ikatan perkawinan
dengan pihak lain

yang bukanistriatau
suaminya.

Sedangkan nikah siri
memiliki konsekuensi
yang berbeda karena
ada kewajiban bagi
ASN untuk melaporkan
perkawinannya ketika
menikah atau harus
mendapatkanizin dari
atasannyaapabila
menikah lagi. Nikah
siritidak hanya suatu
perilaku yang dianggap
tercela, tetapijuga
melanggar hukum
administrasi.

Menurut Blow dan
Hartnett, perselingkuhan
adalah kegiatan seksual
atau emosional dilakukan
oleh salah satu atau
keduaindividu terikat
dalam hubungan
komitmen dan dianggap
melanggar kepercayaan
ataunorma-norma
berhubungandengan
eksklusivitas emosional
atau seksual.

Perbedaan antara
selingkuh dengan nikah
siri apabila menggunakan
pendapat Blow dan
Hartnett, menempatkan
selingkuh sebagai
hubungan emosional
dan mungkin dalam

keadaan tertentu masuk
ke dalam lingkup seksual,
sedangkan nikah siri
merupakan hubungan
emosional sekaligus
seksual yang sudah
dilembagakan dalam
pernikahan yang tidak
memenuhi kaidah hukum
administrasi.

Larangan atau sanksi
perselingkuhan terhadap
ASN tidak tercantum
secara tegas baik di
dalam Undang-Undang
No.5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
maupun Peraturan
Pemerintah No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Larangan terhadap
perselingkuhan yang
dilakukan oleh ASN
lebih tegas tercantum
dalam kode etik ASN,
misalkan dalam
Peraturan Gubernur
Jawa Tengah No. 33
Tahun 2016 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil
Negara Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.
Pasal 9 huruf gangka 4
Pergub Jateng tersebut
menyatakan,”Kode etik
dalam bermasyarakat
meliputi: setiap pegawai
wajib menjaga keutuhan
dan keharmonisan
keluarga, untuk
melaksanakan etika ini,
setiap pegawai wajib
menghindarkan diridari
perbuatan-perbuatan
yang merupakan

pengkhianatan terhadap
perkawinan, seperti
perselingkuhan dan
sejenisnya”.

Pelarangan selingkuh
juga tidak diatur secara
tegas oleh Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial
RI.PadaPasal 6 Ayat

(2) Peraturan Sekretaris
Jenderal Komisi Yudisial
No.1Tahun 2011 tentang
Kode Etik Pegawai
Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial Rl
menyatakan,’larangan
pegawai Sekretariat
Jenderal melakukan
perbuatanamoral/
asusila”. Perselingkuhan
dalam rumusan
“perbuatan amoral atau
asusila” dalam pasal
tersebut dapat ditafsirkan
sebagaimana unsur
“pelanggaran susila”
dalam Surat Telegram
Panglima TNI di atas.

Larangan selingkuh
terhadap ASN tidak
hanya melindungi
kepentingan ASN dan
pasangannyadalam
menjalin ikatan perjanjian
perkawinan (dalam
hukum perdata) atau
melindungi tatanan
sosial yang memandang
pelembagaan perkawinan
sesuatu yang layak

untuk dilindungi, tetapi
juga dampak buruk
perselingkuhan yang
dilakukan ASN terhadap

organisasi pemerintahan.

www.komisiyudisial.go.id



KY Dorong Hakim
Gunakan Yurisprudensi
sebagai Sumber Hukum
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Posisi yurisprudensi diletakkan sebagai salah sumber

hukum diIndonesia. KY mendorong para hakim

menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara.

KY telah menyediakan aplikasi untuk membantu hakim,

akademisi, dan penegak hukum lainnya dalam memperkaya

referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi

melalui Karakterisasi Putusan.
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Yurisprudensisebagai Sumber
Hukum yang Sangat Penting
anyak literatur yang menyebutkan
B bahwa dekade 1950-an, putusan
hakim beserta anotasinya merujuk
pada penggunaan yurisprudensi.
Bahkan, Mahkamah Agung (MA)
juga menerbitkan buku kumpulan
yurisprudensi meskiuntuk kebutuhan
internal. Yurisprudensi merupakan
salah satu sumber hukum formal
yang diakuikeberadaannya. Bila
didefinisikan, yurisprudensiadalah

/ Seminar dan Diskusi
Internalisasi Program
Karakterisasi Putusan
diFH Universitas
Muhammadiyah Malang

keputusan-keputusan darihakim
terdahulu untuk menghadapi suatu
perkarayang tidak diatur didalam
undang-undang (UU) dan dijadikan
sebagaipedoman bagi para hakim yang
lain untuk menyelesaian suatu perkara
yangsama.

Yurisprudensi merupakan pedoman
agar ada keseragaman dalam penerapan
hukum untuk perkara sejenis.
Tujuannya untuk mencapai konsistensi
putusan-putusan hakim sehingga

www.komisiyudisial.go.id
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Popular Download

terwujudnya kepastian
hukum danrasa keadilan
dilndonesia.

“KY telah melakukan
penelitian putusan

pada 2009-2015dengan
hasil penelitian bahwa
kebanyakan hakim kurang
memperkaya putusannya
dengan sumber hukum
lain sepertiyurisprudensi
dandoktrin, "ujar Anggota
KY Aidul Fitriciada
Azharidalam siaran pers
peluncuran program
AplikasiKarakterisasi
Putusan, padal
September 2019.

Halinimenggambarkan
bahwa penggunaan
yurisprudensipada
saatinitidak populer

www.komisiyudisial.go.id

ketimbang pada tahun
1950-an.

Sebagainegarayang
mewarisi tradisi Eropa
Kontinental, keberadaan
yurisprudensidi
Indonesia memang tidak
semengikat dibanding
negaradengan sistem
hukum Anglo Saxon.
Daya kekuatan mengikat
yurisprudensibagipara
hakim dalam sistem
hukum civil law memang
berbedadengan sistem
hukum common law.
Jika putusan pengadilan
Anglo-Amerika
mempunyai “kekuatan
mengikat”, putusan
pengadilan civil law
memperoleh “kekuatan
persuasif”

Mengisi Kekosongan
Hukum

Meskipenggunaan
yurisprudensidilndonesia
lebih cenderung memiliki
kekuatan persuasif, tetapi
ada banyak hal positif
dalam penggunaan
yurisprudensi.
Berdasarkan praktik
diberbagainegara,
yurisprudensidapat
membantu hakim dalam
melengkapiputusan

dan menutup celah yang
belum diatur dalam
peraturan.

“Salah satu alternatif
pembaruan substansi
hukum adalah
penggunaan kaidah
hukum yang bersumber

Aplikasikarakterisasi putusan

yang dibuat oleh KY

dariyurisprudensi. Halini
karena pengaturan norma
regulasi memilikidimensi
yangumum, sementara
objek pengaturannya
luas dan didominasi
pengaturanriil kehidupan
bernegara. Gap atau
kekosongan hukum akibat
jauhnyajarak antara
norma dan peristiwa
dapat dijawab oleh kaidah
hukum pada putusan
hakim,” ujar Anggota
Komisi Yudisial (KY) Farid
Wajdidalam Seminar

dan DiskusiInternalisasi
Program Karakterisasi
Putusan: Mainstreaming
Yurisprudensi sebagai
Sumber Hukum,

Jumat (21/2) diRuang
Sidang Semu Fakultas
Hukum Universitas

EDISI L
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g Karakterisasi

Objek
Karakterisasi

Adalah ?

* Yurisprudensi : Putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap, mengandung
penemuan hukum, dan kaidah penemuan
hukumnya diikuti paling sedikit 2 (dua) putusan
hakim yang mengadili kasus/isu serupa.

-

Landmark decision : Yurisprudensi yang menarik

perhatian publik dan secara konsisten diikuti
oleh putusan-putusan setelah itu dalam jangka

waktu relatif lama.

Kategori Putusan

EIEIETIES

Pidana Perdata

r N ]

Hame Frasa

11 O

Muhammadiyah Malang,
Jawa Timur.

Yurisprudensiberasal
darikata Latin ‘iuris’
‘prudentia’ yang berarti
pengetahuan hukum
(rechtsgeleerheid). Suatu
putusandijadikan
yurisprudensijika
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Perdata

Perdata
Agama Khusus
Petunjuk Disclaimer

memenuhisejumlah
unsur. Pertama, putusan
atas suatu peristiwa
hukum yangbelum jelas
pengaturannyadalam
undang-undang. Kedua,
putusan tersebut harus
merupakan putusan
yang telah berkekuatan
hukum tetap. Ketiga,

telah berulang kali
dijadikan dasar untuk
memutus suatu perkara
yang sama. Keempat,
putusan tersebut telah
memenuhirasa keadilan.
Kelima, putusan tersebut
dibenarkan oleh MA.

Yurisprudensi dibagi ke
dalamduajenis, yaitu:
yurisprudensitetap dan
yurisprudensi tidak tetap.
Disebut yurisprudensi
tetap artinya
keputusan-keputusan
hakim yang berulangkali
dipergunakan pada
kasus-kasus yang sama.
Sementara yurisprudensi
tidak tetap adalah
yurisprudensiyang belum
menjadi yurisprudensi
tetap, karenatidak selalu
diikuti oleh hakim.

Merespons hasil
penelitian yang

pernah dilakukan, KY
mendorong para hakim
untuk menggunakan
yurisprudensi sebagai
sumber hukum dalam
menyelesaikan perkara.
Caranya yaitudengan
menyediakan sumber
referensiyurisprudensi
dalam program
Karakterisasi Putusan.
Karena faktanya banyak
hakim yang masih sulit
menemukan sumber
yang valid mengenai
yurisprudensi, terutama
yurisprudensitahun
lama. Sehingga fungsi
utama aplikasiini
adalah memperkaya

referensisumber
hukum yang berasal dari
yurisprudensi.

“KY membangun
programinidengan
duatujuan, yakni
menyediakan sumber
referensimengenai
yurisprudensidan untuk
mendorong penggunaan
yurisprudensilebih
populer lagi,” tambah
Farid.

Farid mencontohkan salah
satu kasus yang sempat
menghebohkan yaitu
penangkapan Lucinta
Luna atas kepemilikan
psikotropika. Namun,

hal yang menjadi viral
adalah kegalauan polisi
yang akan menempatkan
Lucinta Luna ke dalam sel
perempuan atau laki-laki.
Pasalnya, polisi sempat
menyampaikan adanya
perbedaan jenis kelamin
LucintaLunapadaKTP
dan paspor lamanya.

Namun, polisi
mendapatkan kepastian
jenis kelamin Lucinta Luna
perempuan berdasarkan
Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
pada 20 Desember 2019.
Melaluiamar putusannya,
hakim telah memberikan
izin kepada Pemohon
untuk mengganti status
jenis kelamin yang
semula berjenis kelamin
laki-laki menjadijenis
kelamin perempuan,
serta pergantian nama

www.komisiyudisial.go.id



dariMuhammad Fatah
menjadi Ayluna Putriatau
yang beken dengan nama
LucintaLuna.

Tentuinibukan kasus
permohonan ganti
kelamin yang pertama.
Farid menambahkan
bahwa hakim dapat
dengan mudah
mendapatkanreferensi
terkait hal itu melalui
program nasional KY yaitu
Karakterisasi Putusan.

Referensi Hakim
dalam Mencari
Yurisprudensidan
Anotasi

Sejak awal tahun 2019,
KY telah melakukan
karakterisasi putusan
yangdinilai memiliki
yurisprudensiatau

Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
Layanan InformasiKY

www.komisiyudisial.go.id

berlabellandmark
decisions. Yurispruensi
yang digunakan adalah
putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap,
mengandung penemuan
hukum, dan kaidah
penemuan hukumnya
diikuti paling sedikit dua
putusanhakim yang
mengadili kasus/isu
serupa.

Sementara landmark
decision adalah
yurisprudensiyang
menarik perhatian

publik dansecara
konsisten diikutioleh
putusan-putusan setelah
itudalamjangka waktu
relatif lama.

Program Karakterisasi
Putusan Berbasis Aplikasi
inimerupakan Program

Prioritas Nasional.
Programinidihadirkan
dalam bentuk aplikasi
yang berisi karakterisasi
putusandengan basis
anotasi putusanhakim.KY
melakukan transformasi
dengan melakukan
pengembangan

dalam bentuk website
yang bisa diakses

di www.karakterisasi.
komisiyudisial.go.id dan
aplikasiplay store
Karakterisasi.

“Karakterisasi

putusan dibuat untuk
mempermudah hakim
dalam membaca sebuah
putusandengan cara
mengelompokkan
indikator-indikator
penting (karakter).
Fungsiutamanya
adalah memperkaya

a MAJALAH KOMISI YUDIS!
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referensisumber
hukum yang berasal dari
yurisprudensi,”jelas
Farid.

Referensitersebut tidak
hanya berangkat dari
undang-undang, tetapi
juga yurisprudensidan
doktrin. “Programini
diharapkan menjadi
jembatan antara dunia
praktik dan dunia
akademik dalam
menciptakan diskusi
maupun diskursus
tentangisu hukum
tertentu,”jelas Farid.

Karakterisasiputusan
inimemiliki daya guna
karena disajikan dalam
aplikasi berbasis website
ataupuntelepon seluler,
sehinggadirasakan
manfaatnyaoleh para
hakim, akademisi, peneliti,
praktisihukum, dan para
pencarikeadilan.

Karakterisasiinidiarahkan
untuk menangkap

norma, asas, doktrin, atau
adigium yang digunakan,
berikut dengan kaidah
yurisprudensiyang
terungkap didalam
putusanitu. Selanjutnya
dilakukan anotasiatas
temuanini.

Ditahun 2019,KY

~ telah menyediakan 20

putusan yurisprudensi
dan 40 putusanyang
mengikutinya, serta
dilengkapidengan

60 anotasi putusan.

Konisi YupisiAL
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Maraknya kasus
korupsi tersebut
memunculkan sebuah
pertanyaan masyarakat,
bagaimana pengawasan

terhadap para hakim dalam

melaksanakan kewajiban
pekerjaannya?

Keunggulan programini
adalah dilengkapidengan
pengayaan anotasi
putusan sehingga dapat
melebarkan pandangan
terkait yurisprudensi
tersebut.

E Konmisi YupisiAL
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Secarasingkat, didalam
karakterisasi putusan
telah tersedia naskah asli
putusan yurisprudensi,
kaidah hukum, danjuga
anotasidarikalangan
akademisi.

Seminar dan Diskusi
Internalisasi Program
Karakterisasi Putusan
diFH Universitas
Muhammadiyah Malang

“Didalam karakterisasi
putusaninimenggunakan
anotasi, bukan
eksaminasi putusan.
Karenaanotasikhusus
memberikan catatan
atas kaidah hukum
tertentu dan tidak
menilai baik atau
buruknya suatu
kaidah. Anotasiini
untuk memotret
perkembangan suatu
kaidah hukum yang
ada,” jelas staf Bidang
Analisis KY Nurasti
Parlina yang merupakan
pelaksana programini.

Anotasi putusan ditulis
oleh anotator yang berasal
dariparaakademisiyang
kredibel dengan berbagai
kekhususan, seperti
pidana, perdata, agama,
dantatausahanegara.

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Ditahun 2020 ini,KY
mencoba menargetkan
10 putusan yurisprudensi
dan 20 putusanyang
mengikutidan 30 anotasi.

“KY juga menyasar
akademisiuntuk
menjadianotator karena
yurisprudensiiniakan
lengkap jika ditambahkan
anotasiatau catatan dari
akademisiyangkredibel,”
tambah Asti.

Karakterisasi putusan

ini memiliki daya guna
karena disajikan dalam
aplikasiberbasis website
ataupun telepon seluler,
sehingga dirasakan
manfaatnyaoleh para
hakim, akademisi,
peneliti, praktisi hukum,
dan para pencarikeadilan.

www.komisiyudisial.go.id



Semangat Melayani

Masyarakat untuk
Sadar Hukum
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Letaknyayang
berbatasandengan
Malaysia menjadikan
geliat perekonomian
cukup tinggi.
Wilayah Tarakan
kerap disinggahi
oleh wisatawan

dan pebisnisyang
melintas di perairan
laut Indonesia bagian
tengah, sehingga
menjadi terminal
transit.

ondisigeografis
tersebut
menjadikan

pelabuhan laut sebagai
pintu gerbang keluar
masuk barang darinegara
ataudaerah lain, tidak
terkecualinarkoba. Hal

Konmisi YupisiAL JANUARI

itu sebabnya perkara
narkotika mendominasi
jumlah perkarayang
ditangani Pengadilan
Negeri (PN) Tarakan.

Kasus Narkoba
Mendominasi

Secara geografis, daerah
hukum Pengadilan Negeri
Tarakan keseluruhan
pulaudanlautyang
berada diKota Tarakan
ProvinsiKalimantan
Utara.

Berdasarkan pembagian
wilayah pemerintahan
oleh Pemerintah Kota
Tarakan, maka Pulau
danLaut Tarakan dibagi
secara administratif
menjadi empat wilayah

kecamatan yang
didalamnya terdiridari
kelurahan-kelurahan.

Wilayah Tarakan kerap
disinggahioleh wisatawan
dan pebisnisyang
melintas di perairan laut
Indonesia bagian tengah,
sehingga wilayahini
menjadi terminal transit
bagi kapal laut barang.

Halitu membuat

roda ekonomiKota
Tarakan cukup pesat
perkembangannya.
Namun, dampak negatif
juga dialamioleh wilayah
kepulauanini, yaitu
narkotika.

Mayoritas perkara
hukum yang ditangani

Tampilan PTSP PN
Tarakan

oleh Pengadilan Negeri
Tarakan adalah narkotika,
yaitu hampir 70 persen
dari 429 perkara pidana
ditahun 2019. Ada yang
menjadikurir ataupun
pemakai, hingga
pengedar.

Kondisialam Tarakan
yang didominasioleh
pulau-pulau kecil dan
laut memang membuat
aparat penegak hukum
bekerja ekstra dalam
menjaga dan mengayomi
masyarakat daribahaya
yang ditimbulkan oleh
narkotika.

“Mereka kebanyakan
Warga Negara Indonesia,
dantakjarangjuga
Warga Negara Asing.

www.komisiyudisial.go.id



Halini termasuk kasus
sensitif. Namun, seluruh
jajaran di PN Tarakan siap
menangani setiap kasus
yang berkaitan dengan
narkotika. Disisilain, kami
tetap berhati-hatiuntuk
menjauhihal-hal yang
berkaitan denganini,”
ujar Ketua PN Tarakan
Subagyo

Tambahan contoh kasus
narkoba yang pernah
ditangani, adayang
dijatuhi hukuman mati.
Selain narkotika, Subagyo
juga menjelaskan perkara
yangditanganioleh PN
Tarakan, yaitu perkara
perdata, perbuatan
melawan hukum,

wanprestasi, sengketa
lahan, hingga persoalan
perdata lainnya.Subagyo
menegaskan, setiap
proses penangan perkara
telah dijalankan dengan
sistem yang baik, sesuai
denganimbauan dari
Mahkamah Agung (MA).

“Dalam menangani
perkaradi PN Tarakan
sudah menerapkan sistem
yangdiciptakan oleh
Mahkamah Agung, seperti
E — Court.PN Tarakan
telah melakukan halitu
untuk mengakomodir
kebutuhan pencari
keadilan. Selainitujuga
adagugatan sederhana
terhadap perkara perdata

yang nilainya dibawah
500 jutakarenalebih
mudah dan prosesnya
lebih cepat,” Jelas
Subagyo.

Mengedukasi
Masyarakat Soal
Hukum

Masyarakat harus paham
dan sadar hak hukum.
Akses keadilan harus
berfokus dalam sistem
hukum dan dapat diakses
semua orangdariberbagai
kalangan. Oleh karenaitu,
saat menanganiperkara
yang masuk, PN Tarakan
juga berkomitmen untuk
terus meningkatkan mutu
kualitas pelayanan publik.

POTRET
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Agar masyarakat paham
dansadar hak hukum,

PN Tarakan juga aktif
menyampaikaninformasi
seputar proses hukum
dipengadilansertaisu
hukum lainnya melalui
radio dan koran lokal.
Halini sebagaiupaya PN
Tarakan untuk membantu
mengedukasi masyarakat
agar lebih sadar hukum.

“Masyarakat penting
mendapatkan
pemahaman terhadap
proses hukum yang
dilakukan oleh pihak
pengadilan. Halitu
termasuk inovasi-inovasi
yang telah dilakukan PN
Tarakan. Misalnya, dalam

Lingkungan PN Tarakan
telah mengaplikasikan
ramah difable

O MAJALAH KOMIS| YUDISIAL/ADNAN
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mengajukan gugatan
sederhana tidak dipungut
biaya, hanya dikenakan
PNBP sebesar 10 ribu,
sesuaiPerPresNo. 5
Tahun 2019,” ungkap
Subagyo.

Informasi-informasi
seputar hukum

dan peradilan

yang disampaikan

’uﬂ:- ll‘

r*r
;.11 4%

melalui media lokal
bagi masyarakat
Tarakan merupakan
upaya PN Tarakan
untuk mengedukasi
masyarakat, sekaligus
menyebarluaskan
informasi terkait kinerja
pelayanan publik PN
Tarakan.Harapannya
adalah agar masyarakat
lebih melek hukum,
sehingga penegakan

EDISI
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hukum di kota tersebut
dapat lebih kondusif
karenataat hukum.

“Misalnya terkait
informasi mengenai
gugatan sederhana,
banyak masyarakat yang
berharap bila PN Tarakan
lebih sering membagi
informasi seputar itu
sehingga masyarakat

lebih banyak tahu tentang
hukum dan pengadilan,”
kata Subagyo.

Selainitu, edukasi
masyarakatinijuga
diharapkan membawa
pencerahan, terutama
terkaitdengan
kasus-kasus pidanayang
berhubungandengan
narkotika. Mulai dari
ancaman pidana hingga

bahaya yangditimbulkan
oleh barangharam
tersebut.

“PN Tarakan siap
menyampaikaninformasi
seputar hukum, termasuk
seputar pidana narkotika
misalnya, dari mulai
ancaman hingga bahaya
yangditimbulkan.
Harapannyaagar

masyarakat menjauhi
dan lebihwaspada,”
tandasnya.

OneDay Service
Program

Melayani masyarakat
menjadiorientasidari
wajah pengadilan modern
saatini. Melalui program
oneday service yang
merupakan gerakan untuk

melaksanakan pelayanan
masyarakat, PN Tarakan

memberikan kemudahan
bagi masyarakat.

“Masyarakat Tarakan
akan mendapatkan
segerahasil putusan
sidangnyadihariyang
sama. Halinimerupakan
programone day service
yangditerapkan oleh PN

II“]‘.

Tarakan berdasarkan
imbauandariMA," jelas
Sekretaris Pengadilan
Hasanuddin yang telah
bekerjahampir 20 tahun
di PN Tarakan.

Menurutnya, penerbitan
hasil putusan pengadilan
dihariyang sama setelah
sidang merupakan
pekerjaanyang
membutuhkan kecekatan.

www.komisiyudisial.go.id
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Halini merubah polakerja
pegawai yang semula
lambat menjadilebih
cepat berdasarkan target
yang telah ditetapkan oleh
MA.

“Pelayananinisangat
berorientasipada
masyarakat. Untuk
memenuhi kebutuhan
tersebut tak jarangjam
kerja pegawai di sini
terkadang melampaui
jamkerjanya,” ucap
Hasanuddin.

Padahal, Sekretaris PN
Tarakan Hasanuddin
mengungkap bahwa
jumlah SDM di pengadilan
sangatlah minim.Namun,

hal yang menguatkan
adalah semangat untuk
melayani sertadidukung
koordinasiantar atasan
dan seluruh pegawai.

“Saatiniadal19orang
tenaga teknis yudisial di
PN Tarakan yang terdiri
dari9 oranghakim, 6
orang panitera, dan 4
orangjurusita, sedangkan
tenaga non teknis hanya
berjumlah 7 orang saja.
Tentu darikomposisi

ini kami sulit dalam
menangani perkarayang
masuk di PN Tarakan.
Meskipun demikian
masih adaupayayang
bisa dilakukan seperti
memanfaatkan bantuan

daritenagakontrak
dan memaksimalkan
potensiyang dimiliki
setiap individu,” jelas
Hasanuddin.

Meskiada keterbatasan
jumlah SDM, namun

PN Tarakan telah

cukup terpenuhidari
sisiinfrastruktur dan
prasaranakerjanya.
Menurut Ketua PN
Tarakan Subagyo, halini
dapat menopang kondisi
minus tersebut sehingga
memungkinkan dengan
terus memacukinerjanya.
Alhasil, PN Tarakan terus
dapat mempertahankan
“A” Excelent yang menjadi
prestasinya.

.
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PN Tarakan memang
masih membutuhkan
tambahan SDM untuk
mengisi pos-pos yang
masih kosong. Bahkan
posisi Wakil PN Tarakan
belum ada yang mengisi
sejauhini.

“Dengankerjasama

dan kekompakan kita
akan terus berupaya
sebaik-baiknya. Halitu
dibuktikan denganraihan
PN Tarakan yang sudah
bersertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu di
Badan Peradilan Umum
sejak 29 November
2018 yang lalu,” pungkas
Subagyo.™

Pencanangan zona
integritas di PN Tarakan
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LEBIH DEKAT

KPN Tarakan Subagyo

Ijtthad Hakim dalam
Memutus Perkara

“Sebagai Hakim, kita harus selalu
ijtihad dalam memeriksa dan
mengadili suatu perkara. Jika sudah
memiliki ilmu pengetahuan, jangan
pernah ragu dalam memutus. Dengan
ijtihad, maka Hakim menggunakan
akal sehat dan nurani sehingga dapat
memberikan putusan yang baik bagi
masyarakat”.

28

esanitu
diungkapkanoleh
Ketua Pengadilan

Negeri (PN) Tarakan,

Kalimantan Utara Subagyo.

Menyandang sebutan
jabatan mulia (officium
nobile), maka seorang
hakim memilikitanggung
jawabuntuk menjaga
kemuliaan profesi. Bagi
Subagyo, pekerjaan hakim
tidaklah mudah karena

merupakanamanah dan
tanggungjawab penuh
terhadap Tuhan Yang Maha
EsadanUndang-Undang
Dasar 1945.

“Irah-irah Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan
YangMaha Esa saat
memutus suatu perkara
menjadi patokanyang
tegas bagihakim dalam
mengadili suatu perkara.
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Halitumemangberat
pertanggungjawabannya
dihadapan Tuhan,” ujarnya.

Baginya, modal menjadi
seorang hakimdalam
memeriksa, mengadilidan
memutus perkaraadalah
niat baik, pengetahuan
dankeyakinan dalam

diri. "Karenanya dengan
berbekal niat baik,

[lmu pengetahuandan
keyakinanyangkuat, maka
sudah cukup dijadikan
modal utama sebagai
seorang hakim sehingga
dapat memberikan putusan
yang baik bagi masyarakat,”
lanjutnya.

Priakelahiran Purworejo,
20 Oktober 1965ini
kemudian berceritaawal
karirnya sebelummenjadi
“Wakil Tuhan”. Ditahun
1985, ia sempat menjadi
pegawaioutsourcingdi
salah salah satu vendor
BankIndonesiakarena
saatituiagagal menjadi
mahasiswa di salah satu
Perguruan TinggiNegeri
diYogyakarta.Hingga
akhirnyaiabekerja sebagai
PegawaiNegeri Sipil di
Mahkamah Agung (MA)
padatahun1987.

Sosok Menginspirasi

SelamabekerjadiMA,
banyak sosok yang
menginspirasihingga
akhirnyaiapuntertarik
menjadiseorang hakim. la
memperoleh gelar Sarjana
HukumdiUniversitas

www.komisiyudisial.go.id

lbnu Chaldun (UIC) pada
tahun1996. Setelahitu, ia
mendapat kepercayaan
menjadi staf salah seorang
Hakim Agung Asma Samik
Ibrahim hingga tahun
2000."Selamakurang
lebih tiga setengah tahun
menjadi staf Hakim Agung
Asma Samik lbrahim,
sayaberusahabanyak
belajar untuk bisa menjadi
seorang hakim. Akhirnya
sayamencoba mendaftar
sebagai calon hakim,
kemudian diterimadan
ditempatkan sebagaicalon
hakim diPN Sumedang
daritahun 2000 - 2002,
kemudiandilantik menjadi
Hakim diPN Ende, Flores,
Nusa Tenggara Timur,”
kenang Subagyo.

Selain Asma Samik
Ibrahim, sosok lainnya

yang menginspirasidirinya
adalah Hakim Agung/Ketua
Kamar Pidana Suhadiyang
saatitumenjabat sebagai
Ketua PN Sumedang.

“Saya berterimakasih
kepada Bapak Suhadi
karena beliaulah yang
banyak memberikan
sayapelajarantentang
bagaimana menjadi
seorang hakim, saat
menjadicalon hakim diPN
Sumedang, beliau adalah
sosok yang menginspirasi,”
ungkap Subagyo.

Sepertihakim lainnya,
iadimutasike berbagai
tempat hingga sekarang
dipercaya menjabat

sebagaiKetua diPN
Tarakan.

Suka Duka Menjadi
Hakim

Baginya profesihakim,
adalah profesiyang mulia
dan membanggakan. Hal
inikarena profesihakim
merupakan profesiyang
merdeka, artinya tidak
dapatdipengaruhioleh
kekuasaan. Meski demikian
priayangakrab dipanggil
Bagyoinisempatjuga
mengalamitekanan saat
memeriksadan memutus
perkara penggelapan yang
berkaitan dengan pejabat
publik, saat dirinya menjadi
hakim di PN Pacitan.

“Karenayangsaya adili saat
itu terdakwanya adalah
salah seorang pejabat
publik, sehingga banyak
massa berdemo didepan
pengadilan. Sayaingat

ada spanduk — spanduk
yang mengintimidasi
hakim, dan saatitu Pak
Kapolres Pacitan sempat
menyampaikan untuk
melaporkan tindakanitu,
tapisaya katakan kepada
beliau Pak Kapolres,
selamasayaon thetrack
menangani perkara, semua
ini sayaanggap sebagai
resiko darijabatan hakim,”
kenang Subagyo.

Setelah majelis hakim
memeriksadan memutus
perkara penggelapan yang
dilakukan pejabat publik
tersebut, lanjut Subagyo,

LEBIH DEKAT

danmemang perbuatannya
terbukti pejabat itu telah
melakukan penggelapan,
hingga terbuktidan
dipidana penjara.

“Terdakwajuga sempat
melakukan upayahukum
banding, putusannya
ditingkat banding
dikuatkan, danjugaupaya
hukum kasasi, dan upaya
hukum kasasinyaoleh MA
ditolak,” Kenang Bagyo.

BelumlamajugaBagyo
pernah memeriksadan
memutus perkarayang
berkaitan dengan salah
satu organisasi masyarakat
yang cukup ternama saat
menjadi Wakil KetuadiPN
Bantul, hinggamelibatkan
Komisi Yudisial turun
untuk melakukan advokasi
terhadapnya.

“Padahal saatitu putusan
yang kamijatuhkan adalah
hukuman percobaan,
tetapi merekatidak terima
dan akhirnya melakukan
pengrusakan terhadap
kantor PN Bantul, yang
pada akhirnyaterhadap
pengrusakan tersebut
Polres Bantul menetapkan
3(tiga) orang sebagai
tersangka. Kejadian

ini sempat menyedot
perhatian publik,

hingga Komisi Yudisial
turun tangan untuk
mengadvokasinya, dan
kamijugadimintaoleh MA
untuk membuat kronologis
kejadianitu,” tutur Subagyo
mengakhirikisahnya. [
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— Rapat Konsolidasi Penghubung

Komisi Yudisial di Bogor

Rapat Konsolidasi dan Edukast
Publik Penghubung KY

enghubung
Komisi Yudisial
(KY) merupakan

perpanjangan tanganKY
didaerah.Penghubung
KY aktif memperkenalkan
wewenang dan tugasKY.
Berikut inirangkuman
daribeberapa kegiatan
yang dilaksanakan

oleh PenghubungKY di
beberapa daerah.

SekjenKY Ajak
PenghubungKY
Tingkatkan Performa

Keberadaan Penghubung
yang diposisikan sebagai
etalase lembaga dangarda
depan untuk memberi

m Konmisi YupisiAL
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akses kemudahan
masyarakat pencari
keadilan didaerah
berperan penting. Posisi
ini sekaligus sebagai
upayamemberikan
pelayanan terbaik bagi
masyarakat pencari
keadilan, serta percepatan
pelaksanaan tugasdan
fungsiKomisi Yudisial
(KY).

“Penghubung memiliki
perandan tanggung
jawab yang sangat

besar danstrategis.
Apalagiposisinyayang
bersinggungan langsung
dengan masyarakat tentu
lebih mengetahuidengan

permasalahan hukumdi
wilayah kerjanya,” ujar
Sekretaris Jenderal KY
Tubagus Rismunandar
Ruhijat saat membuka
Rapat Konsolidasi
Penghubung KY “Peran
Strategi Penghubung
Komisi Yudisial Rldalam
Mendukung Terwujudnya

Keadilan bagi Masyarakat,

serta Menjaga Keluhuram
Martabat Perilaku Hakim”
diHotel Padjajaran Resort
Bogor, Jumat (14/2).

Menurut Tubagus, KY
akan berusaha untuk
meningkatkan kapasitas
dan kesejahteraan
Penghubung sebagai

unit kerjaKY didaerah.
Menurutnya, Penghubung
KY adalah ujung tombak
dalam menjalankan tugas
danfungsiKY sebagai
lembaga yang berjuang
mewujudkan peradilan
bersihdiindonesia. “Ke
depan program kegiatan
yang berkaitan dengan
peningkatan kapasitas
Penghubunghendaknya
menjadisalah satu yang
perlu diperhatikan,” ucap
Tubagus.

Tubagus mengatakan,
dibutuhkan strategi

agar wewenangdan
tugas lembaga dapat
optimal. Satu diantaranya

www.komisiyudisial.go.id
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adalah mengoptimalkan
keberadaan Penghubung.

“Untuk itu,
berlomba-lomba
menunjukkan performa
kinerjaterbaik karena
evaluasikinerjaitulah
yang akan menentukan
untuk terus dievaluasi,”
ujar Tubagus.

Tubagus berharap,
laporankinerja
Penghubung daritahun ke
tahun terus menunjukkan
perbaikan yang signifikan
sebagaiindikasi
perbaikan dan kesadaran
Penghubung sebagai
gardaterdepandidaerah
dalammenjaga citraKY.

Selain mendapatkan

pendalamandan
internalisasi tugas-tugas

www.komisiyudisial.go.id

Biro/Pusat, pada
kesempatan tersebut
juga menghadirkan
narasumber dari
berbagai latar belakang.
Diantaranyamantan
Komisioner Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK)
Bambang Widjojanto,
Ketua Aliansi Jurnalis
Independen (AJl) Abdul
Manan, dan wartawan
senior Tempo Harry
Surjadi.

Rangkul Mahasiswa,
PKY Jatim Gelar PKY
Mengajar

enghubung
Komisi Yudisial
(PKY) Wilayah

Jawa Timur (Jatim)
mengadakan kegiatan
“PKY Mengajar” pada hari
Kamis (05/03), bertempat

di Fakultas Hukum
Universitas Narotama
Surabaya.

Asisten PKY Jatim M.
Zamroni, Ali Sakduddin,
danRagil Kusnaning
Rinisecarabergantian
memaparkan tentang
kelembagaan KY beserta
tugas dan wewenangnya.

Sementara itu Koordinator
PKY Jatim Dizar Al Farizi
menjelaskan mengenai
pentingnya etika dalam
kehidupan berbangsa

dan bernegara, dan peran
yang dapat dilakukan
mahasiswa dalam
mendorong peradilan
bersih.

Antusiasme mahasiswa
tampak darijumlah
mahasiswa yang

JANUARI
JUNI 2020
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mengikutikegiatanini,
maupun dalam sesi
diskusi tanyajawab.

Kaprodillmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama
Surabaya Bambang
Arwanto, mengapresiasi
kegiatanini.

“Saya berharap kegiatan
inidapat diselenggarakan
tiap minggu di kampus
saya,” harap Bambang.

Ditemui setelah acara,
Dizar menyatakan
kegiatan sepertiini

bisa dilakukan secara
berkesinambungan. Tidak
hanyadiruangkelas
perkuliahan, namunjuga
dapat dilakukan dengan
melihat langsung kondisi
pengadilan.
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“Mahasiswaadalah
harapan masadepan
bangsa sebagaiagent

of change yang akan
membawa perubahan
bangsainike depan.
Melalui merekalah kita
titipkan nasib bangsa

ini. Mahasiwa sebagai
agen perubahanyang
diharapkan membawa
dampak positif terhadap
terwujudnya peradilan
bersih tempat berlindung
bagi pencarikeadilan,” ujar
Dizar.

Selainitumahasiswa
juga memiliki peran
sosial, yaitu bahwa
keberadaan dansegala
perbuatannya tidak hanya
bermanfaat untuk dirinya
sendiri, tetapijuga harus
membawa manfaat bagi
lingkungan sekitarnya.

“Dengan pelibatan
peran serta mahasiswa,

P,

diharapkan mampu
membangun kesadaran
masyarakat pencari
keadilan untuk berani
melapor apabilaada
dugaan pelanggaran
KEPPH, serta turutjuga
berpartisipasidalam
menjaga integritas hakim
dalam mewujudkan
peradilan bersih,” pungkas
Dizar

Dekati Masyarakat,
PKY Kaltim Launching
Program Selasar Opini
Yudisial

enghubung Komisi
Yudisial (PKY)
Wilayah Kalimantan

Timur bekerjasama
dengan Persatuan
Wartawan Indonesia
(PWI) Wilayah Kalimantan
Timur menyelenggarakan
launching Program
Selasar Opini Yudisial
pada Sabtu (29/02).
Mengusung tema “Peran

Foto bersama PKY Sulsel dengan Camat
Biringkanaya danjajarannya
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Media sebagai Akses
Informasi Para Pencari
Keadilan”, kegiatan yang
mengambil tempat di
Cafe Cak Turo, Samarinda
tersebut, dihadiri 53
orang.

Hadir sebagainarasumber
adalah Koordinator
Penghubung KY Wilayah
Kalimantan Timur Danny
Bunga, perwakilan
Dewan Kehormatan Pers
Wilayah Kalimantan
Timur, dan Ketua

POKJA 30 Samarinda.
Antusias peserta sangat
terlihat daribanyaknya
penanya dalam sesitanya
jawab. Terhitung ada
delapan orangpenanya
yang menyampaikan
pertanyaan, sekaligus
statement dalam kegiatan
tersebut.

Danny Bunga
menjelaskan, kegiatanini

dalam rangka membuka
seluas-luasnya akses
informasi pada para
pencarikeadilan, dalam
halini masyarakat yang
berhadapandengan
hukum, agar mengetahui
perandan fungsidariKY
yaitu untuk menerima
laporan masyarakat,
maupun permohonan
pemantauan persidangan.

“Kegiatan Selasar Opini
Yudisial merupakan
programinovasi yang
digagas Penghubung

KY Kalimantan Timur
untuk lebih dekat
dengan masyarakat.
Melalui metode diskusi,
diharapkan peserta

yang hadir dapat
menyampaikan kepada
masyarakat luas agar
dapat memahamitugas
dan fungsiKY, serta dapat
berpartisipasikhususnya
bagiparapencari
keadilan,” jelas Danny
Bunga.

Hadir diantara para
undangan Kepala
Perwakilan Ombudsman
RIdiKalimantan Timur,
Komisioner Komisi
Penyiaran Indonesia
Daerah Kalimantan
Timur, Komisioner Komisi
Informasi Publik Daerah

7 Kalimantan Timur,
Jurnalis se-Samarinda,

~ JATAM (Jaringan

> Advokasi Tambang)

- Kalimantan Timur, WALHI
- (WahanaLingkungan

* Hidup) Kalimantan Timur,

www.komisiyudisial.go.id



POKJA 30 Samarinda,
Aktivis Mahasiswa dari
BEM se-Samarinda, dan
Aktivis CIPAYUNG PLUS
Samarinda.

PenghubungKY
Sulsel Ajak Lurah
se-Kecamatan
Biringkanaya
Woujudkan Peradilan
Bersih

enghubung Komisi
Yudisial (KY)
Sulawesi Selatan

(Sulsel) menjelaskan
wewenang dan tugas

KY dihadapan para

lurah se-Kecamatan
Biringkanaya. Kegiatanini
merupakan tindak lanjut
Program Jappa-Jappa
yang telah dilaksanakan
PKY Sulsel sebelumnya.

“Kamiberterima kasih
karenaKY diberi
kesempatan untuk
bertemu sekaligus
memperkenalkan lembaga
KY.Semoga ke depan PKY
Sulsel dan Kecamatan
Biringkanaya bisa bekerja
sama untuk melakukan
edukasikepada warga

masyarakat Biringkanaya,”

ujar Koordinator
PenghubungKY Sulsel
Azwar Mahis, pada
Senin, (24/02) diKantor
Kecamatan Biringkanaya.

Dalam kesempatanitu,
Azwar menjelaskan
bahwaKY diberikan
amanatoleh Pasal 24B
ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik

www.komisiyudisial.go.id

Indonesia Tahun 1945
untuk mengusulkan
pengangkatan hakim
agung dan mempunyai
wewenang lain dalam
rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Terkait
dugaan pelanggaran
kode etik hakim, lanjut
Azwar, masyarakat dapat
melaporkan ke KY disertai
bukti pendukung.

Merespon itu, Camat
BiringkanayaH.A
Syahrum Makkuradde
menyambut baik.
Menurutnya, masyarakat
perlu diberikan edukasi
terkait wewenangdan
tugasKY.

“PenghubungKY Sulsel
bisa berkomunikasi
langsung dengan Bapak
lbuLurahdanjuga

Ibu Ketua PKK untuk
melakukan sosialisasidan
edukasike masyarakat,”
tambah H.A Syahrum
Makkuradde.

GAUNG
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Foto bersama PKY Jateng dengan Kadilmil
[I-10 Semarang dan jajarannya berserta
Mahasiswa PKL

Penghubung

KY Jateng Ajak
Mahasiswa PKL
Berkunjungke
Pengadilan Militer

enghubung Komisi
Yudisial (KY)
Wilayah Jawa

Tengah berkunjungke
Pengadilan Militer 11-10
dan Pengadilan Agama,
Selasa (11/2) Semarang,
Jawa Tengah. Kunjungan
tersebutjuga diikuti
oleh paramahasiswa
yang sedang melakukan
magang di Penghubung
KY Jawa Tengah.

Koordinator Penghubung
KY Jawa Tengah
Muhamad Farhan
menjelaskan, kunjungan
inidalamrangka
silaturahmi. “Kunjungan
inijuga untuk menjawab
antusiasme para
mahasiswa magang
untuk mempelajari
wewenang dan tugas
Pengadilan Militer 11-10
dan Pengadilan Agama
Semarang,”jelas Farhan.

Kunjungan tersebut
diterima oleh Kadilmil [I-10
Semarang Kolonel Sus
Immanuel P. Simanjuntak.
lamemperkenalkan
wewenang dan tugas
Pengadilan Militer serta
menyampaikan apresiasi
atas kunjunganini.

Agenda dilanjutkan
dengan berkunjung

ke Pengadilan Agama
Semarangdanditerima
langsungoleh Ketua
Pengadilan Agama
Semarang. H. Anis Fuadz.

Farhan menyatakan,
Pengadilan Agama
Semarang banyak
menerima perkara yang
terkait persoalan waris
dan perceraian.

“Sayaberharap ke
depannya dapat dilakukan
kerjasama yang lebih
intensif lagidengan
Pengadilan Agama
Semarang terkait praktik
kerjalapangan,”harapnya.
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ULASANBUKU
esuaijudul bukunya, buku inimembahas
S tentang etika profesi hukum. Secara substansi
bukuinimenggambarkan profesiharus
berlandaskan etika.

Etika profesidimasukkan dalam disiplin pendidikan
hukum pada program sarjana bidang hukum di
Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam
kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala
defisit etika di kalangan para profesional penegak
hukum.

Mata kuliah etika profesi hukum bertujuan
memberikan dasar dan landasan dalam bertindak
dan berbuat bagi profesi hukum berdasarkan etika
moral dan hukum sehingga melahirkan pribadi
profesiyang bernilaiguna dan berhasil guna dengan
tetap berpegang teguh pada moral dan kesusilaan.

Setiap profesi hukum wajib dibekali pengetahuan
untuk dapat menciptakan benteng untuk
mewujudkan kebenaran yang hakikidan
menciptakan keselarasan dalam profesiyang
berkeadilan dan bermartabat.

Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali
pengetahuan bidang yang andal. Sebagai penentu
bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional
kepada masyarakat.

www.komisiyudisial.go.id



Urgensi etika dalam
profesidisebabkan karena
profesimengandalkan
keterampilan atau
keahlian khusus, serta
dijadikan sumber utama
nafkah hidup.

Profesidilaksanakan
dengan keterlibatan
pribadi yang mendalam
antara pelaku profesi
danklien atau pencari
keadilan. Dalam halini,
terdapat kaidah atau
standar moral yang
ditetapkan oleh asosiasi
profesidan harus ditaati
oleh anggotadalam
mengemban profesi
tersebut.

Dalam buku inidijelaskan
tentang pengertian etika
dan profesihukumitu
sebenarnyaapa. Ada
lima profesi hukum yang
dibahas, yakni profesi
hakim, profesiadvokat,
profesinotaris, jaksa dan
polisi.

Kelima profesi tersebut
memilikiirisan tugas yang
berkaitan satu sama lain,
namun tentu saja berbeda
dalam hal fungsidan
tugas yang dilaksanakan.

Apalagilembagayang
menaungijuga berbeda,
sehingga walaupun
sama-sama berprofesi
hukum, tapietika
profesinya akan berbeda.
Terutama hakim yang
posisinya berada dibawah

www.komisiyudisial.go.id

wewenang Mahkamah
Agungdan Komisi
Yudisial menyangkut
etika profesinya. Ada
juga perbandingan antara
kode etik kelima profesi
hukum tersebut, sehingga
pembaca dapat cukup
memahami perbedaan
diantarakelima profesi
tersebut.

Bukuinijuga
menjabarkan tantangan
dalam menjalankan
etika profesihukum
secara profesional dan
akuntabel.

Bagianinidapat
memberikan gambaran
yang cukup jelas bagi
pembaca yang kelak
akan berprofesidibidang
hukum, maupun sedang
berkecimpung dibidang
profesi hukum, akan
aralterjang yangakan
dihadapi sehingga dapat
mawas diri dalam memilih
profesihukum yang akan
dijalani.

Diatur juga bab khusus
tentangnilai baik dan
buruk, keadilan, dan hak
asasi. Tiga nilai tersebut
wajib dijadikan pedoman
bagi mereka yang memilih
profesi hukum dalam
menjalankan profesinya.

Pembahasan ketiga

hal tersebut dalam bab
tersendiri sudah sangat
tepat, untuk memberikan
penekanan betapa

pentingnya ketiga nilai
tersebut dijalankan

oleh mereka yang
berprofesihukum dalam
melaksanakan profesinya.

Bukuinisepertinya
memang condong
sebagaibuku pedoman
mata kuliah etika profesi
hukum, sehingga
dalam pembahasannya
cenderung lebih umum.

Akan lebih baik jika
dalam bagian penegakan
kode etik profesi hukum,
diberikan contoh kasus
nyata pelanggaran yang
dilakukan oleh tiap profesi
hukum yang dibahas.

Walaupun memang
informasi tersebut
dapat dicaridilaman
daring, akan baik jika ada
study case yang dapat
dijadikan bahan telaahan
dandiskusibagipara
pembaca. Sehingga tidak
terkesan bukuinihanya
berisiteori semata seperti
buku etika profesi hukum
lainnya.

Study case nyata akan
memberikan shock
teraphy lebih baik bagi
parapembacayang
ingin memilih profesi
hukum tertentu untuk
lebih mawas diri dalam
menjalankan tugasnya
kelak. Walaupun dapat
dipahamihalinikarena
adanya keterbatasan
halaman, sehingga bisa

saja nantinya penulis
buku dapat membuat
buku-bukulain yang lebih
spesifik tentang profesi
hukum tertentu.

Bukuinisecara
keseluruhan baik dalam
memberikan pemaparan
tentang etika profesi
hukum dilndonesia.

Sebagai pedoman awal
bagi masyarakat untuk
mengenal lebih dekat
tentang profesi hukum
dilndonesia, apalagi
dilampiri peraturan
tentang etika profesi
hukum tiap profesi hukum
yangada. Sehingga
masyarakat menjadilebih
sadar dan dapat berperan
aktif dalam membantu
penegakan etika profesi
hukumdilndonesia.

Penulis buku ini
mengharapkan lahirlah
sarjana hukumyang
profesional dan beretika
serta memiliki keahlian
yang berkeilmuandan
mandiri yang mampu
memenuhi kebutuhan
warga masyarakat dalam
pelayanan dibidang
hukum.

Buku-buku seperti

ini perlu selalu ada
sebagaipengingat bagi
mereka yang memiliki
profesi hukum untuk
menjalankan tugasnya
dengan profesional dan
akuntabel. [
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Dampak Covid-19,
KY Hanya Terima
Pelaporan Online

IIIII



“Komisi Yudisial (KY)
hanya menerima
pelaporanonline
sebagaiupaya
pencegahan
penyebaran

Covid-19."

www.komisiyudisial.go.id

andemiglobal
Corona Virus
Disease 2019

(Covid-19) semakin
meluas di berbagainegara
didunia. Kasus Covid-19 di
Indonesia bukanlah yang
pertama di Asia Tenggara.

Thailand telah
mengumumkan kasus
corona pertama pada
21Januari 2020, yang
disusul Singapura
dan Vietnam tiga hari
kemudian.

SementaraIndonesia baru
mengumumkan pada 2
Maret 2020, yakni41hari
setelah kasus pertama

di Thailand atau 61hari
setelah pandemi Covid-19
merebak di Wuhan,
Tiongkok. Namun,
pertumbuhan kasus
Covid-19 dilndonesia
termasuk yang tercepat.

Kemudian Presiden Joko
Widodo mengimbau
seluruh masyarakat
Indonesia untuk
menerapkan social
distancing atau menjaga
jarak, menghindarikontak
fisik,dan menghindari
tempat-tempat
berkumpul orang banyak.
Sebab, kerumunan

itu dikhawatirkan

bisa meningkatkan
penyebaran virus corona
atau penyakit Covid-19.

Bahkan, Presiden Joko
Widodo menegaskan
agar masyarakat

mulai mengurangi
aktivitas diluar rumah.
Menurut Presiden Joko
Widodo, langkahini
perlu dilakukanagar
penanganan Covid-19 bisa
dilakukan dengan lebih
maksimal.

"Saatnya kitakerjadari
rumah, belajar darirumah,
ibadah dirumah,” ujar
Jokowidalam konferensi
persdilstana Bogor,
Minggu (15/3/2020).

KY Hentikan
Sementara Pelayanan
Langsung

Merespon halitu,

KY menghentikan
sementara pelayanan
publik secaralangsung.
Sejak Selasa, 17 Maret
2020 sampaidengan
Kamis, 16 April 2020,
KY menutup sementara
pelayanan penerimaan

KATAYUSTISIA

laporan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
secaralangsung.KY
mengoptimalkan
pelaporandaring (online)
yang bisa diakses di
https://pelaporan.
komisiyudisial.go.id.

Namun, penerapannya
tetap mengedepankan
kepentingandan
mengoptimalkan
pelayanan kepada
masyarakat. “Kebijakan
inidiambil dalamrangka
mencegah meluasnya
penyebaran Covid-19.
Masyarakat tetap dapat
melaporkan dugaan
pelanggaran kode etik
hakim secaraonline,”
ungkap Sekretaris
Jenderal KY Tubagus
Rismunandar Ruhijat
dalam siaran pers yang
diterbitkanKY, Senin
(16/3).

KY berkomitmen

tetap mengedepankan
pelayanan publik yang
primayang menjadi hak
setiap warga negara.
“Untuk itu, kamiterus
memastikan agar semua
pelapor tetap terlayani
dengan baik melalui
pelaporanonline,” tambah
Tubagus.

Lebih lanjut, melalui
Surat Edaran Sekretaris
Jenderal KY Nomor 6
Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara
Kegiatan Perkantoran
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“Bahwa pelayanan Komisi Yudisial tetap berjalan
dengan memanfaatkan teknologiinformasi melalui
link https://pelaporan.komisiyudisial.go.id dan
tetap diterima oleh pegawaiyang bertugas dibidang
penerimaan laporan masyarakat,” demikian bunyi
dalam surat edaran tersebut”

dalam Rangka Mencegah
Penyebaran Wabah
Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di
Lingkungan KY, makaKY
menerapkan mekanisme
bekerjadarirumah (work
from home).

“Bahwa pelayanan Komisi
Yudisial tetap berjalan

m Konmisi YupisiAL
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I RuangPengaduanKY ditutup sementara
akibat Pandemi Global Covid-19

dengan memanfaatkan
teknologiinformasi
melaluilink https://
pelaporan.komisiyudisial.
go.id dan tetap diterima
oleh pegawaiyang
bertugas dibidang
penerimaan laporan
masyarakat,” demikian
bunyi dalam surat edaran
tersebut.

Kebijakan work from
home diterapkan untuk
menindaklanjuti Surat
Edaran Menteri PANRB
No.19 Tahun 2020
tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam
Upaya Pencegahan
Covid-19 diLingkungan
Instansi Pemerintah, yang

dimaksudkan
sebagai
pedoman
bagilnstansi
Pemerintah
dalam
pelaksanaan
tugas kedinasan
dengan bekerja
dirumah/tempat
tinggalnya (Work
from Home/
WFH) bagi ASN
sebagai upaya
pencegahandan
meminimalisasi
penyebaran
Covid-19.

0O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

TataCara
Pelaporan
Online

Jumlah pelaporan online
sejak 1Maret sampai

26 Maret 2020 relatif
sama jumlahnya dengan
bulan-bulan sebelumnya.
Tercatat, KY menerima
38 laporan pengaduan
melalui pelaporan

online. Aplikasiiniuntuk
memudahkan publik

www.komisiyudisial.go.id



dalam melaporkan
dugaan pelanggaran
KEPPH.

Tubagus menjelaskan,
pelaporan online berisi
tentang tatacara
pelaporan, persyaratan
laporan, peraturan
terkait dengan KEPPH.
Kemudian alur
penanganan laporan
danmenulayanan
pelaporan online perilaku
hakim yang diduga
melanggar KEPPH. Untuk
melakukan pelaporan
secaraonline, lanjutnya,
langkah pertama dengan
melakukan pendaftaran
akun menggunakan
alamat email yang masih
aktif.

h;? ||| !.Ih 1

BERANDA

PELAPORAN OMLINE
- PeriLaxu Hakim

TEMTAMNG KAMI >

Kemudian masuk dengan
menggunakan alamat
email dan password.
Selanjutnya, klik tombol
menu “buat laporan”

jika hendak membuat
laporan. Lalu disusul
mengisi kolom-kolom
yang tersedia dan
mengunggah dokumen
yang mendukung
laporan dalam bentuk
format digital dengan
memperhatikan “panduan
pengisian form pelapor”.

“Masyarakat yang
hendak menyampaikan
laporan diharapkan
mengisi formulir laporan
online tersebut agar
dilengkapidengan
dokumen-dokumen

2/ pelaporan kemishudisial gosd

BANTUAN

& Senin - Jumal

C9:00 - 15:00 WiB

terkait sebagai data
pendukung laporan untuk
memudahkan proses
tindaklanjutnya,” kata
Tubagus.

Untuk selanjutnya,
pelaporjuga dapat
melacak perkembangan
laporan. Caranya dengan
memasukkan nomor
penerimaan laporan pada
kolom yang tersediadi
menu, kemudian akan
terlihat status laporan
tersebut.

“Laporantidak bisa
dilihat oleh masyarakat
luas, pelapor hanya bisa
melihat laporannya
sendiridengan
menggunakan nomor

= E-mail

HUBUMNGI KAMI

pergaduen@komenudiiolgood
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penerimaan sehingga
kerahasiaan pelapor
terjamin,” pungkas
Tubagus.

Sejak 2 Januaris.d 26
Maret 2020 KY menerima
383 laporandan 204
surat tembusan. Laporan
dugaan pelanggaran
KEPPH tersebut paling
banyak disampaikan
melaluijasapengiriman
surat (pos), yaitu 163
laporan. Untuk fasilitas
pelaporan online (www.
pelaporan.komisiyudisial.
go.id) sebanyak 103
laporan. Pelapor juga
datanglangsung

ke Kantor KY, yaitu

49 laporan.KYjuga
menerima informasi, yaitu

- @ i S

L. Telepon
021 3190 2076 [ 3902

DAFTAR
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4 laporanatas dugaan
pelanggaran perilaku
hakim yang kemudian
ditindaklanjutioleh KY.

Pedoman Persidangan
Pengadilan Selama
Wabah Covid-19

Mahkamah Agung (MA)
juga telah menerbitkan
Surat Edaran tentang
pedoman pelaksanaan
tugas selamamasa
pencegahan penyebaran
virus Corona atau
Covid-19dilingkungan
MA dan badan peradilan
yang berada dibawahnya.

Dalam surat edaran
bernomor 1Tahun 2020
itu, Ketua MA Hatta Ali
memerintahkan agar

persidangan perkara
pidana, pidana militer
danjinayahtetap
dilaksanakan khusus
terhadap perkara-perkara
yang terdakwanya
sedangditahandan
penahanannya tidak
dapat diperpanjang lagi
selama masa pencegahan
penyebaran Covid-19 di
lingkungan MA dan badan
peradilan dibawahnya.

Adapun bagi persidangan
perkara pidana, pidana
militer dan jinayah
terhadap terdakwa

yang secara hukum
penahanannyamasih
beralasan untuk
dapatdiperpanjang,
ditunda sampaidengan
berakhirnya masa

pencegahan penyebaran
Covid-19 dilingkungan
MA dan badan peradilan
dibawahnya. “Penundaan
persidangan dapat
dilakukan dengan hakim
tunggal,” bunyisurat
edaranitu.

Selainitu, bagi
perkara-perkarayang
dibatasijangka waktu
pemeriksaannya
olehketentuan
perundang-undangan,
hakim dapat menunda
pemeriksaannya
walaupun melampaui
tenggang waktu
pemeriksaan yang
dibatasioleh ketentuan
perundang-undangan
dengan perintah kepada
panitera penggantiagar

mencatat dalam Berita
Acara Sidang adanya
keadaan luar biasa
berdasarkan surat edaran
MA tersebut.

Sementara bilaada
perkara-perkarayang
tetap harus disidangkan,
Hatta Alidalam surat
edaranitu menyatakan
bahwa penundaan
persidangan dan
pembatasan pengunjung
sidang merupakan
kewenangan majelis
hakim untuk menentukan.

“Majelis hakim dapat
membatasijumlah
danjarakaman
antarpengunjungsidang
(social distancing),”
ujarnya.[d

Tata Cara Melapor Yang Cermat

Sampaikan Surat
Tertulis Kepada Ketua

Komisi Yudisial

02 Cantumkan Identitas

Pelapor Kuasa Pelapor (bila ada)
Meliputi, Nama, Alamat,

No Telepon Yang Bisa Dihubungi

Cantumkan |dentitas Terlapor,
Meliputi,Nama, Jabatan, Instansi,
No Putusan Perkara
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Uraikan Pokok Permasalahan Serta
Hal Yang Dimohon Secara Jelas,

Singkat & Kronologis

Gunakan Bahasa Indonesia

Yang Baik Dan Benar

Lampirkan Data &
Bukti Pendukung
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MENERKA ARAH
KOMISI YUDISIAL

Ikhsan Azhar
Pelaksana Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

Lahirnya Komisi Yudisial (KY) berawal dari berakhirnya rezim Orde Baru tahun
1998. Kala itu, terdapat gerakan yang menginginkan adanya reformasi. Yakni
gerakan yang muncul karena adanya krisis yang melanda Indonesia, mulai
dari krisis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul untuk menyampaikan
pendapat, ekonomi, sosial, dan paling utama adalah hukum.

Konsep KY Ideal Yaknigerakan yang muncul karena adalah hukum. Berkaitan dengan
ahirnya Komisi Yudisial (KY) adanyakrisis yang melanda krisis dibidang hukum, salah satu
Lberawaldari berakhirnya Indonesia, mulaidarikrisis terhadap tuntutan reformasiyangdisuarakan
rezim Orde Baru tahun 1998. kebebasan berserikat, berkumpul publik untuk segera dilaksanakan
Kalaitu, terdapat gerakanyang untuk menyampaikan pendapat, adalah reformasilembaga peradilan.
menginginkan adanya reformasi. ekonomi, sosial, dan paling utama Mengapa demikian? Terdapat

EDISI
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duahalyang menjadi
penyebab utamanya.

Elza Faiz dkk dalam buku
Risalah Komisi Yudisial:
Cikal Bakal, Pelembagaan,
dan Dinamika Wewenang,
(2012:28) menyampaikan
penyebabnyaadalah
pertama, berkaitan
intervensi kekuasaan
eksekutif terhadap
yudikatif. Kedua, adalah
integritas hakim yang
begiturendah sehingga
menyuburkan praktik
mafia peradilan (judicial
corruption).

BusyroMugoddas dalam
seminar dan lokakarya
diKomisi Peradilan dan
Keutuhan Lingkungan
Hidup Keuskupan
Maumere, menyampaikan
banyak kalangan
berpendapat bahwa mafia
peradilan terjadikarena
sistemrekrutmen dan
pengawasan yang buruk
sehingga menciptakan
individu-individu hakim
denganintegritas rendah.
Pengawasan internal
yangdiharapkanbisa
membumihanguskan
praktik sepertidemikian,
justru tidak berfungsi
denganbaik, karena
dinilai sarat akan nuansa
espritde corps. Lebih
jauh terkait denganini,
Mahkamah Agung (MA)
dalam buku Naskah
Akademik dan Rancangan
Undang-Undang tentang
Komisi Yudisial (2004:52),
menguraikan bahwa esprit
de corps mengakibatkan
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sistem pengawasan
internal (MA) menjadi
tidak efektif.

Darifaktadanuraiandi
atas, dalam waktu singkat
kemudian dibuat dua
kebijakan, yaknipenyatuan
atap kekuasaan kehakiman
danmembentuk

Komisi Yudisial (KY).
Perihal penyatuan atap
kekuasaan kehakiman,
cikal bakalnya dimulaidari
pengaturanBab IV huruf
Cangka 2 TAP MPR No.
X/MPR/1998 Tentang
Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan Dalam
Rangka Penyelamatandan
Normalisasi Kehidupan
Nasional SebagaiHaluan
Negara (TAPMPR No. X/
MPR/1998), yangintinya
menyebutkan bahwa
agenda pelaksanaan
reformasi hukumdalam
rangka mendukung
penanggulangan krisis
dibidang hukum adalah
pemisahan yang tegas
antar fungsi-fungsi
yudikatif dari eksekutif.

Menindaklanjuti
pengaturan TAP MPR
No.X/MPR/1998
tersebut, pemerintah
kemudian menyusun
Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan
Kehakimanyangisinya
mengatur secara tegas

perihal penyatuan atap
atau peralihan fungsi
organisasi, administrasi,
dan finansial dari
pemerintah ke MA.

Selanjutnya berkaitan
dengan pembentukan
KY, dapat dikatakan
bahwa wacananyajuga
mulai diatur dalam UU
No. 35 Tahun1999.
Pengaturannya dapat
dilihat didalam Babl
penjelasan UU No. 35
Tahun1999.Salah satu
paragraf dalam penjelasan
tersebut tertulis:

Untuk menciptakan checks
andbalances terhadap
lembaga peradilan antara
lain perlu diusahakan
agar putusan-putusan
pengadilan dapat
diketahuisecara terbuka
dantransparanoleh
masyarakat dan dibentuk
Dewan Kehormatan
Hakimyang berwenang
mengawasi perilaku
hakim, memberikan
rekomendasi mengenai
perekrutan, promosi

dan mutasihakimserta
menyusun kode etik (code
of conduct) bagipara
hakim.

Selain melaluipengaturan
penjelasan UUNo. 35
Tahun1999,dorongan
perlunya pembentukan
KY juga sejalandengan
praktik diberbagai
negara.Daniela Piana
sebagaimana dikutip
olehIdulRishandalam

Kebijakan Reformasi
Peradilan, “Pertarungan
Politik, Realitas Hukum,
dan Egosentrisme
Kekuasaan (2019:20)
menyatakan reformasi
peradilan terjadiakibat
adanya transition wave
theory, atau lebih dikenal
denganistilah gelombang
demokrasi. Lebihjauh
Daniela didalambuku
yang sama (2019:238)
menambahkan bahwa
imbas darikebijakan
reformasi peradilan
yangdilakukanoleh
negara-negaraEropa
adalah pelembagaan
judicial council. Secara
umum pembentukan
judicial council bertujuan
untuk mengambil alih
peran pemerintah dalam
hal pengelolaanjabatan
hakim danlembaga
peradilan.

KelahiranKY juga
didorongantara lain oleh
Mas Achmad Santosa
danHamdan Zoelva.

Mas Achmad Santosa
dalam artikel diHarian
Kompas tanggal 2 Maret
2005 yangberjudul
Menjelang Pembentukan
KY, intinyamenjelaskan
bahwa pembentukan KY
dilakukan karena tidak
efektifnya pengawasan
internal yangadadi
badan-badan peradilan,
yang membuat perlunya
pembentukan KY sebagai
lembaga pengawas
eksternal didasarkan pada
lemahnya pengawasan

www.komisiyudisial.go.id



internal tersebut tidak
terbantahkan lagi. Lebih
lanjut Hamdan Zoelva
yang saatitu sebagai
perwakilan Fraksi

Partai Bulan Bintang
darisidang pleno PAH |
MPR yang dapat dilihat
dalam Risalah Rapat
Panitia Ad Hoc 1Badan
PekerjaMPRRITahun
200Tmenyampaikan
bahwa pengawasan
internal diragukan
mampu menghasilkan
keputusan yang tidak
memihak korps hakim.
Maka dariitu, diperlukan
komisiindependen
yang kedudukannya
tidak diinternal MA.
Komisiindependen
tersebut diberinamaKY.
Dengan keberadaanKY,
pembentuk perubahan
UUD 1945 dan masyarakat
padaumumnya berharap
ada perbaikan dalam
hal pengawasan hakim,

khususnya perilaku hakim.

Harapan tersebut
disambut baik oleh MA.
Menurut Mahfud MD
dalam bukunyayang
berjudul Perdebatan
Hukum Tata Negara Pasca
Amandemen (2007:125),
menjelaskan bahwa
kehadiranKY sebagai
pengawas eksternal
terhadap perilaku hakim
ternyatadiharapkanjuga
oleh MA sebagaimana
dapat dilihat padadua
sumber di MA sendiri,
yaitu Naskah Akademik
danRUU tentangKY, serta

www.komisiyudisial.go.id

Cetak Biru Pembaruan
MA. Disanajelas dikatakan
bahwa MA melihat
pengawas internal tak
bisadiharapkan sehingga
diperlukanKY sebagai
pengawas yang tepat
untuk semua hakim,
termasuk hakim agung.

Disampingitu, selain
wewenang pengawasan,
KY ternyatajuga dibentuk
untuk melakukan
rekrutmen hakimagung.
Perihalinidisampaikan
oleh salah satu Anggota
Komisi A, yakni Agun
Gunandjar Sudarsa
dariF-PG.Menurut

Agun Gunandjar dalam
Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun19451999-2002
Tahun Sidang 2001

Buku Empat (2009:29),
keberadaan KY merupakan
salah satubentuk ruang
partisipasi publik untuk
dapat melakukan proses
rekrutmen, termasuk
kontrol terhadap para
hakim dimasa-masayang
akan datang.

Roller Coaster
EksistensiKY

Istilah Roller Coaster
penulis gunakan dalam
bagianini, karena penulis
beranggapan bahwa
eksistensiKY memang
bagaikan roller coaster,
naik turundengan
frekuensiyang begitu
cepat. Dalam perjalanan

eksistensinya, banyak
dinamikayang terjadi.
Ketika dilembagakan
ditahun 2001 melalui
amandemen ketiga
Undang-Undang Dasar
1945 (UUD1945), lalu
melaksanakan tugasnya
sejak tahun 2005

sebagai tindak lanjut dari
Undang-Undang 22 tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial, maka menguat
harapan keberadaan KY
bisa melakukan perbaikan
peradilan.

Namundalam
perjalanannyaternyata
tidak sepertidemikian.
Ada kalanya kebaradaan
KY bagaikanroller coaster,
darisegi wewenang tugas
begitu kuat, tapi kemudian
seakan “dilemahkan”
melaluijudicial review.
Tidak hanyaitu, ketika

KY sudah berupaya
melakukan wewenang
dantugasnyadengan
baik, ternyata outputnya
tidak selamanya diterima
olehlembagalainyang
mempunyai tugas untuk
menindaklanjuti hasil dari
kinerjaKY.Berdasarkan
fakta-fakta seperti
demikian, adakalanya
muncul “sindiran” kepada
KY yakni, lembaga yang
kuat secara kedudukan
tapimandul dari segitugas
atau macan ompong.

Berkaitan dengan
judicial review, diketahui
tugas-tugas atau
norma-normayang

JUNI 2020
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berkaitan denganKY
telah diuji materikan di
Mahkamah Konstitusi
(MK) beberapakali. Dari
sekian kaliitu, terdapat
dua ujimateriyang
menurut penulis melekat
diingatan banyak orang.
Pertama adalah uji
materi UUNo.22/2004.
Dalam putusannya No.
005/PUU-IV/2006

MK menyatakan bahwa
sepanjang menyangkut
perluasan pengertian
hakim menurut Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 yang
meliputi hakim konstitusi
terbuktibertentangan
denganUUD 1945.

Disampingitu, MK
melalui putusan No.

005/ PUU-1V/2006
jugamengeliminasi
tugas-tugas pengawasan
KY, seperti yang diatur
dalamPasal, 20, 21,22
ayat (1) hurufe, 22 ayat
(5),23ayat (2),23 ayat
(3),dan Pasal 23 ayat (5).
Selanjutnya pasca putusan
tersebut, seharusnya UU
No. 22 Tahun 2004 segera
dilakukan perubahan,

tapi kenyataannya proses
dimaksud memakan
waktu yanglama, sekitar
5tahun. UUKY perubahan
atas UUNo. 2 Tahun

2004 baru ditetapkan
ditahun 2011. Artinya

KY sepanjang putusan

MK telah dibacakan
hingga ditetapkannya
Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2011
tentang Perubahan

EDISI
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atasUndang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial
mengalamikepincangan
darisegilegalitas dalam
melaksanakantugas
pengawasan hakimnya.

Meskipun begitu, ditengah
“kepincangan” dalam
melaksanakantugas
pengawasan hakim, KY
memperoleh “hadiah”
daripembuat UU dengan
memberikan KY tugas
seleksi pengangkatan
hakim. Perihalinidiatur
dalam Pasal 14A ayat (2)
dan (3), sertaPasal 13A
ayat (2) dan(3) tigaUU
badan peradilanyang
ditetapkan pada tahun
2009.KetigaUUyang
dimaksud adalah UU
Peradilan Umum, UU
Peradilan Agama, dan
UU Peradilan Tata Usaha
Negara.

Dengan adanyatugas
baru tersebut, melalui
komitmen dapat
melaksanakannyadengan
baik demimemperoleh
hakim yang profesional
danberintegritas, KY
kemudian melakukan
kajian dan beberapa
kalidiskusi.Namun

yang disayangkan,

belum juga tugas seleksi
pengangkatan hakim
tersebut terlaksana, pada
tahun 2015 tugas yang
dimaksud kemudian
dimohonkan untuk diuji
materikan. Bahkan tidak
hanya diuji materikan, tapi
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juga MK dalam putusannya
No.43/PUU-XIII/2015
telah memutuskan
dengan menyatakan

kata “bersama” dan frasa
“dan Komisi Yudisial”
dalam ketentuan Pasal
14A ayat (2), danayat
(3)UU 49/2009, Pasal
13Aayat (2),danayat (3)
UU50/2009, Pasal 14A
ayat (2),danayat (3) UU
51/2009 bertentangan
denganPasal 24 ayat (1),
Pasal 24B ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Inilah judicial review
kedua yang penulis telah
sebutkan sebelumnya
sebagaibagiandaricerita
roller coaster eksistensi
KY.

Ceritalain terkait roller
coaster eksistensi

KY adalah perihal
ketidaksamaan persepsi
atauindikator antaraKY
denganlembaga lain.
Padabagian ceritaini,juga
terdapat dua cerita yang
secaralangsungKY jalani.
Yang pertamaadalah
soal ketidaksepahaman
antaraKY dengan MA
berkaitanistilah teknis
yudisial. Denganadanya
ketidaksepahamanini,
selalu saja terdapat
rekomendasiKY yang
disampaikan MA, yang
tidak MA terimadengan
alasan teknis yudisial.

Yangterbaru adalah
yangKY sampaikan
dalam siaran pers-nya
pada hariKamis, tanggal

26 Desember 2019,
bahwahanya10dari130
rekomendasiKY ke MA
yang MA laksanakan.
Bahkan terdapat 62
rekomendasiKY yang

MA tidak ditindaklanjuti
karenaalasan teknis
yudisial. Artinya hanya
7,69% rekomendasiKY
yang MA laksanakan,
sementaraitu sekitar
477% rekomendasiKY
yang MA tidak laksanakan
dengan alasan teknis
yudisial. Daridata
tersebut, terlihat hampir
sekitar setengah dari
rekomendasiKY yang MA
tidak tindaklanjutidengan
alasan teknis yudisial.

Ketidaksamaan persepsi
berikutnyaadalah
berkaitan dengan
beberapa kali terdapat
hasil seleksicalon hakim
agung (CHA) yangKY
lakukan tidak diterima/
disetujuioleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Padatahun 2016, terdapat
2dari5orangorang hasil
seleksiKY yangditolak
DPR.Ditahun2018,DPR
menolak semua

Dariberbagai pemberitaan
disebutkan bahwaalasan
DPR menolak usulanKY
karena DPR belum merasa
yakin dengan kualitas
maupun integritas calon
hakim yangKY usulkan.
Alasan lainyang pernah
disampaikan adalah

tidak memenuhisyarat
DPR.Dalam halini,DPR

menginginkan calon yang
tidak hanya memiliki
kepandaian, tapijuga
bisa berlaku adil dengan
para pihak. Disampingitu
memilikirekam jejak yang
baik.

Menerka Arah Komisi
Yudisial

Daripenjelasandiatas
terlihat bahwa antara
harapan dan dinamika
eksistensiKY tidak
berbandinglurus. Ketika
pembentuk KY dan
publik menginginkan KY
sebagailembaga yang bisa
mewujudkan peradilan
bersih, justrurealitanya
KY mengalamikesulitan
dalammelaksanakan
haltersebut. Mengapa
demikian? Sebagaimana
telah disebutkan di atas,
bahwa karena adanya
beberapa judicial review
terkait tugas KY dan
adanya perbedaan
pandanganantaraKY
dengan lembaga lain yang
tugasnya melaksanakan
tindak lanjut rekomendasi/
usulanKY. Meskipun
begitu, KY ternyata

tetap terus melakukan
upaya-upaya untuk
memperjuangkan segala
hal yang berkaitan dengan
upaya mewujudkan
peradilan bersih.

Menurut penulis, terdapat
beberapa poin yang perlu
KY perjuangkan terus,
yang arahnya kondisiideal
KY dalam mewujudkan
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peradilan bersih. Adapun
poin-poinituadalah:

Seleksi Calon Hakim;

Mengapa tugas ini
kembali penulis
sebaiknya diusulkan
meskisudah
dinyatakan tidak
berlakukarena
bertentangan dengan
UuUD 1945 melalui
putusan MK No. 43/
PUU-XIII/20157
Menurut penulis
terdapat beberapa
alasan, diantaranya:

Pertama, jika

memang tugas seleksi
pengangkatan hakim
melangar prinsip
kemerdekaan lembaga
MA atau hakim,
bagaimanadengan
hakim konstitusi

yang pengajuannya
sajaberasaldari3
(tiga) lembaga, yakni
MA, pemerintah,
danDPR.Halini
sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat

(1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK).
Bahkanduadiantara
tigalembaga tersebut
merupakan pembuat
UU yang menjadi objek
judicial review MK,
yang cenderungbisa
sajamenimbulkan
conflict of interest
hakim MK dalam
bertugas.

Disampingitu,
sebagaimana bunyi
Pasal 20 ayat (1)

UU MK tersebut,
memerintahkan
ketigalembaga

itu melaksanakan
seleksi, pemilihan,
dan pencalon hakim
MK. Tapirealitasnya
tidak demikian.
Hakim-hakim

MK tetap dapat
mempertahankan
independensibahkan
integritasnyadalam
bertugas. Artinya
adalah proses seleksi
olehlembagallain
tidak dapat dikatakan
sebagaibentuk
intervensiatas
prinsipindependensi

kekuasaan kehakiman.

Kedua, dalam
putusan MK 005/
PUU-IV/2006
disebutkanbahwa
pengertian dalam
rangka melaksanakan
wewenang lain
sebagaibagian
wewenang
pengawasan
menunjukkan adanya
kewajiban lain yang
sama pentingnya,
yaitu tugas melakukan
pembinaan. Menurut
MK mempunyai
artisebagaiusaha,
tindakan, dan kegiatan
yangdilakukan secara
efisien dan efektif
untuk meningkatkan
profesionalisme
hakim sepanjang

menyangkut
pelaksanaankode
etik”. Pasal 24B

ayat (1) UUD 1945,
denganrumusan
yang terkandungdi
dalamnya, seharusnya
tidak semata-mata
diartikan sebagai
pengawasan,
melainkanjuga
pembinaan etika
profesional hakim
untuk memenuhi
amanat Pasal 24A ayat
(2)UUD1945.

Ketiga adalah
mengenai
ketentuan-ketentuan
yang masuk dalam
pengertian open legal
policy pembentuk
UU. Ilwan Satriawan
dan Tanto Lailam
menyebutkan pada
tulisan openlegal
policy dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi
dan Pembentukan
UUdalam Jurnal
Konstitusi Vol. 16,
Nomor 3, menjelaskan
bahwa openlegal
policy merupakan
suatu kebebasan
bagipembentuk UU
untuk membentuk
ataumenyusunUU
(2019:572). Lebih
jauh keduanyajuga
menjelaskan bahwa
MA dalam Pasal
24Aayat (1) UUD
1945 mengatur

MA berwenang
...mempunyai
wewenang lainnya

KAJIAN

yangdiberikan oleh
UU. Frasa wewenang
lain di sinimenurut
keduanya memiliki
cakupan yang sangat
luas sepanjang
memilikirelevansi
dengan kewenangan
mengadili, memeriksa,
danmemutus perkara
diMA (2019:577).
Sebagaimana hal
tersebut, seharusnya
KY juga demikian.
Sepanjang frasa
wewenang lain
memilikirelevansi
dengan menjaga,
menegakkan
kehormatandan
keluhuran martabat
hakim maka
wewenang lain selain
pengawasandan
seleksicalon hakim
agungdapat dilakukan
oleh KY.

Dengan mencermati
bunyiputusan MK
005/PUU-IV/2006,
pengertian dalam
rangka melaksanakan
wewenang lain
sebagaibagian
wewenang
pengawasan
menunjukkan adanya
kewajiban lain yang
sama pentingnya,
yaitu tugas melakukan
pembinaan yang
menurut MK
mempunyaiarti
sebagaiusaha,
tindakan, dan kegiatan
yangdilakukan secara
efisien dan efektif
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untuk meningkatkan
profesionalisme
hakim sepanjang
menyangkut
pelaksanaan kode
etik. ArtinyaKY dapat
melaksanakan seleksi
hakim selamaitu
tujuannya mencari
hakim-hakim yang
profesional yang
menyangkut kode etik
hakim.

Terakhir adalah dalam
tulisanldul Rishan
dalam Kebijakan
ReformasiPeradilan,
“Pertarungan Politik,
Realitas Hukum,

dan Egosentrisme
Kekuasaan (2019:20)
yang mengutip
Danielatelah secara
tegas menyebutkan
bahwa judicial council
(KY) bertujuan untuk
mengambil alih peran
pemerintah dalam
hal pengelolaan
jabatan hakim dan
lembaga peradilan.
Maksudnya adalah
jika sebelumnya
pengelolaanjabatan
hakim dilaksanakan
oleh pemerintah
cenderung terjadi
intervensi, pengabaian
independensi. Oleh
karenaitu, judicial
council (KY) dianggap
sebagaisolusi
penanggungjawab
pengelolaanjabatan
hakim termasuk
seleksiagar intevensi
atau pengabaian

EDISI
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independensi tidak
terjadilagi.

Promosidan Mutasi
Hakim;

Halinimenjadi penting
untuk dilakukan
olehinstansilaindi
luar MA, karena MA
dianggap belum

dapat membentuk
sebuah sistem mutasi
danpromosiyang
transparan dan adil
pada sistem satu atap.
Selaluadamuncul
keraguandanada
anggapan bahwa
dengan satu atap
dikhawatirkan hanya
mengalihkan monopoli
kekuasaan kehakiman
dariDepartemen
Kehakimankepada
MA.

Sebagai contoh,
terdapat seorang
hakimyang
merupakan mantan
KPN tidak lulus fit
and proper test tetapi
“tetap” diangkat
menjadi KPN kelas
|Akhusus. Menurut
sejumlah hakim,
hakim yang dimaksud
merupakan anak
emas diMA. Informasi
inidilihat dalam

hasil penelitian

oleh Sulistyowati
dkk dalam buku
Problematikan
Hakim Dalam Ranah
Hukum, Pengadilan,
danMasyarakat di

Indonesia: Studi
Sosio-Legal (2017:8,
43,108).

Dengan adanya
problem seperti
demikian, menjadi
pentingagar
pelaksanan promosi
dan mutasihakim
tidak lagi dimonopoli,
tapidilakukan oleh MA
dengan menggandeng
KY.

Pelatihan Hakim;

SebaiknyaKY dan
MA terus bersinergi
dalam melakukan
pelatihan hakim, baik
itu berkaitan dengan
substansihukum
maupun berkaitan
dengan etika hakim.

Pengawasan Hakim;

Menurut penulis,
untuk menghindari
adanya perbedaan
tafsirantaraKY dan
MA perihal teknis
yudisial, sebaiknya
dualisme pengawasan
perilaku hakim
dihilangkan. MA
sebaiknyadiberikan
pengawasan soal
teknis yudisial,
sementara urusan
perilaku hakimoleh
KY.Disamping, KY
dan MA sebaiknya
duduk bersama untuk
membahas kembali
KEPPH yang di

tahun 2009 disusun

bersama. Tujuannya
agar membentuk
KEPPH yang baru,
yang memangisinya
sudah menjelaskan
bahwa adanya
perbedaan perbuatan
yang masuk ranah
teknis yudisial, dan
yang masuk ranah
perilaku hakim.

Apabila mencermati
keempat poin di atas,
menjadipentingjikaKY
terlibat dari semua proses.
KarenadenganbegituKY
bisa dariawal mencari
calon-calon hakimyang
memang punya kualitas,
dan etika yang baik.
Kemudian ketika sudah
menemukan calon seperti
demikian, KY sebaiknya
terus binamelalui
pelatihan agar kualitas
dan etika (integritas)
nyaterjaga, dan lebih
meningkat.

Selanjutnyaadalah

KY dapat membentuk
sistem promosidan
mutasi yang sesuai pola
penempatan hakimnya
sesuai kebutuhanjumlah,
karakteristik perkara
setiap wilayah dengan
kemampuan/kualitas
hakim. Yang terakhir, jika
memang masih ada yang
mencoba untuk “nakal’,
KY bisadenganlangsung
mendeteksinya, karena

KY lah yangmembentuk
hakim-hakim tersebut dari
sejak seleksihingga dibina.
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Komisi Yudisial (KY)
menyelenggarakan
Rapat Kerja (Raker)
Tahun 2020 dengan
tema “Membangun
Kebersamaan

untuk Penguatan
Lembaga dalam
Rangka Mewujudkan
Integritas Hakim
dan Akses Terhadap
Keadilan”. Raker
dilaksanakan selama
tiga haridaritanggal
12 hingga 14 Februari
diHotel Aston Ancol,
Jakarta.

www.komisiyudisial.go.id

embukaan
dilaksanakan pada
Rabu (12/02) yang

dihadirioleh seluruh
AnggotaKY, pejabat
struktural, tenaga ahli,
Koordinator Penghubung,
serta pegawaiKY.

KetuaKY Jaja Ahmad
Jayus berharaprapat kerja
tahun 2020 menghasilkan
ide, inovasidan terobosan
kebijakan yang cemerlang
dalam mendukung
wewenang dan tugas
serta pelaksanaan dari

Momentum foto bersama dengan
narasumber pada Rapat KerjaKY 2020

wewenang dan tugas
tersebut untuk kemajuan
KY.

“Syukur Alhamdullilah KY
telah berhasil melewati
tahun 2019 dengan

lancar dan mampu
melaksanakan wewenang
dantugas sebagaimana
diamanatkan dalam UUD
45.

Sepanjang tahun 2019
KY telah melakukan
pembenahan serta
penyempurnaan dalam

SELINTAS
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menjalankan tugas dan
wewenangnya,” kata Jaja.

KY terus berupaya
memaksimalisasi
intensitas komunikasi
dengan Mahkamah Agung
(MA) danlembaga tinggi
negara, membangun
komunikasi efektif
dengan kementeriandan
lembaga yang menjadi
mitra KY, membangun
jaringankerjadengan
dengan semua lapisan
masyarakat di berbagai
daerahdiantaranya
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pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan
kota, perguruan tinggi,
NGO atau LSM, organisasi
masyarakat, pers, serta
lembaga lainnya baik
didalam maupundi

luar negeri. Intensitas
pelatihan terhadap hakim
juga terus ditingkatkan
pada semua tingkat dan
lingkungan hakim, serta
melakukan sosialisasi
KEPPH.

“Ditahun mendatang
sebagaiorganisasi

yang terus tumbuh
danberkembang, KY
memiliki tantangan

yang tidak sederhana di
tengah-tengah persoalan
peradilan yang begitu
kompleks. Oleh karenaitu,
KY mempunyaitanggung
jawab melekat untuk
menyediakan hakim
agungdan hakim ad hoc
diMA yangjujur dan
berintegritas,” lanjut Jaja.

KY harus menjadi
lembaga kredibel untuk
menjaga akuntabilitas
hakim. Implementasi
danwujud nyata yang
dilakukan KY antara lain
dengan meningkatkan
integritas dan

kapasitas hakim, serta
meningkatkan penguatan
kelembagaandan
pemberdayaan partisipasi
publik.

“Wujud
pertanggungjawaban
KY kepada publik yang

EDISI
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akan kamisampaikan
dalam bentuk laporan
tahunanKY yangakan
disampaikan secara resmi
kepada Presiden, DPR,
MA dan para pemangku
kepentingan lainnya,” ujar
Jaja.

Dalam Raker tahun
2020,KY mengundang
narasumber dariberbagai
stake holder KY.Di
antaranya Wakil Ketua
Mahkamah Agung (MA)
Bidang Non Yudisial
Sunarto, Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Tjahjo Kumolo,
dan Deputi Bidang Politik,
Hukum, Pertahanandan
Keamanan Bappenas
Slamet Soedarsono.

Sunarto dalam sesinya
menyampaikan
perspektifnya soal
perbedaan pendapat
KY dan MA terkait
teknis yudisial. Sejak
ditandatanganinya
Putusan Bersamaantara
KY dan MA, disepakati
bahwa baik MA maupun
KY tidak memiliki
wewenang terhadap
pertimbangan putusan
dan substansiputusan
hakim.

“Dalam konvensi
internasional sudah
disepakatibahwa hal
tersebut tidak boleh
diintervensi. Sehingga
MA tidak menjalankan
rekomendasi tersebut.

Tapiyang pastisemua
rekomendasi sanksiKY
pastidijawab, karena
suratnyamelaluisaya
terlebih dahulu sebelumke
Ketua MA,” ujar Sunarto.

Isulain yang dibahas
adalah proses mutasi
rotasi. Siapapun, lanjut
Sunarto, bisa melakukan
penelitian atau anotasi
terhadap putusan hakim
yang sudah berkekuatan
hukum tetap. Tapi

jika belum diputus,

itu bisamengganggu
independensihakim.
Apalagisampai menjadi
konsumsimedia. Hasil
darianotasidipersilahkan
diserahkan kepada MA
sebagaibahan untuk
masukan terhadap rotasi
dan mutasi.

“Dalam proses mutasi
danrotasi, eksaminasi
putusan yangdilakukan
oleh hakim menjadi bahan
pertimbangan. Bahkan
temuan masyarakat

yang menyoroti putusan
yang dianggap aneh

juga dijadikan masukan.
RekomendasiKY yang
tidak bisa dilaksanakan
karenaalasan teknis
yudisial tetap disimpan
danjadibahan masukan
rotasidan mutasi.Kita
adadatabase-nyakok di
Bawas MA," jelas Sunarto.

Terkait hakimyang
tidak mau dipanggil
oleh KY jika terkait
teknis yudisial, Sunarto

berkata sudah lakukan
sosialisasi. Kewenangan
peradilanitu berjenjang,
hakim tingkat pertama
tanggungjawab peradilan
tinggi, sehingga MA juga
memiliki keterbatasan.
Karena hakimdilndonesia
inijumlahnya terbatas,
jikadipanggiloleh KY
akan menyebabkan
persidangan tidak bisa
dilakukan.

Maka menurut Sunarto
sebaiknyaKY yang turun
ke daerah melakukan
pemeriksaan. Kekurangan
hakim sangat banyak
terjadi, bahkan banyak
permintaan ke Ketua

MA untuk dapat
bersidang tunggal karena
kekurangan jumlah hakim
dalam satu pengadilan.

“Hakimagungjuga
sekarangdiperketat
izinnya oleh Ketua MA
untuk dapat mengisi
kegiatan diluar kantor
seperti seminar. Sebab
tanggungjawab berkas
seorang hakimagungitu
banyak sekali. Bahkan
Sabtu Minggu kami
masih berkutat dengan
berkas persidangan.
Makanya saya selalu
meminta kepada KY agar
menambahkanjumlah
hakim agungyang
diusulkan kepada DPR,
dan meminta ke DPR
agar semua CHA yang
diusulkan olen KY diterima
semuanya,” jelas Sunarto.
(Noer/Festy)

www.komisiyudisial.go.id



SELINTAS

£ Suasana audiensi KY dengan Kemenpan RB %
dikantor KY

Optimalkan Kinerja Lembaga,
Ketua KY Sambut Kunjungan
Silaturahmi Menpan-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo beserta jajarannya melakukan
kunjungan ke Komisi Yudisial (KY) untuk mempererat silaturahmi
kelembagaan antara kedua pihak. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus
menyambut kunjungan tersebut didampingi Wakil Ketua KY
Maradaman Harahap beserta Anggota Komisi Yudisial RI Joko
Susilo dan Sumartoyo di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Gedung
KY, Senin (9/3).
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etuaKyY
menyampaikan
terimakasih atas

kehadiran Menpan-RB
dalam Rapat Kerja Komisi
Yudisial pada 13 Februari
2020 laludiJakarta.
Menurut Jaja, kehadiran
Menpan-RB membawa
motivasi bagijajaran
Sekretariat Jenderal KY
terutamadalamupaya
peningkatkan kinerjadan
organisasi.

“Kamijugatelah
mengajukan reorganisasi
Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial dan saat ini sudah
sampaidimeja Presiden.
Kamimengharapkan akan
terealisasi dalam waktu
yang tidak terlalulama,”
harap Jaja.Ditegaskan Jaja,
dalamrangka mendukung
optimalisasikinerja, KY
mengajukan Jabatan
Fungsional Khusus untuk
Pengawas Hakim.

“Sudah adabeberapa
jabatan fungsional di

KY sepertiarsiparis,

tapi yang paling penting
jabatan fungsi pengawas,
investigasidan seleksi
hakim yang menjadi
corebussinessyang
membutuhkan pelatihan
assessment center.
Untuk pengawas dan
investigasimembutuhkan
keahliankhusus sehingga
layak dijadikan jabatan
fungsional,” ungkap Jaja.

Jajajuga mengatakan
selain pengawasan,
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program pencegahan
juga sama penting.
Jajamenyebut kurang
lebih 1000 hakim telah
mengikuti pemantapan
dan pemaknaan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH). BagiKY,
program tersebut cukup
efektif karena dapat
menurunkan pelanggaran
KEPPH, terutama di
daerah-daerahyang
paling banyak laporannya
sepertidi DKl Jakarta,
Sumatera Utara, Jawa
Timur, dan lainnya.

KY perlumelakukan
pengawasan yang lebih
intensif, karena didaerah
itu banyak kasus-kasus
mengenai gratifikasi,
kesalahan putusandan
lain sebagainya.

Ketua Bidang Pencegahan
KY Joko Sasmito

juga menyampaikan
dikarenakan turunnya
anggaran KY tahun

ini, maka hanya bisa
melatih untuk 160 orang
hakim denganjumlah
pelatihan sebanyak 4 kali.
Padahal tahun 2019, KY
melatih 570 orang hakim
dengan jumlah pelatihan
sebanyak 14 kali.

Kunjunganinimerupakan
ajangsilaturahmikedua
kalinyaantaraKY dan
Kemenpan-RB ditahun
2020. Sebelumnya Tjahyo
menjadi narasumber
dalam Rapat KerjaKY
2020, Kamis (13/2), di
Hotel Aston Marina Ancol,

Jakarta Utara. Dalam
kesempatan tersebut
Tjahjomendorong KY
untuk menyusunrencana
kerja tahunan yang detail,
baik itu perencanaan
anggaran hingga evaluasi,
yang diharapkan untuk
menunjang pelaksanaan
reformasi birokrasi diKY.

Dalam polareformasi
birokrasiyang tengah
dilakukan oleh
pemerintah berfokus pada
penyederhaaan birokrasi,
termasuk perubahan dari
eselonisasi ke fungsional.

“‘DiKemenpandan

RB sendirijuga telah
menerapkan halitu. Saat
ini, fungsional Ahli Madya
berjumlah 52 orang,
AhliMuda 89 orang,
hanyabagian - bagian
tertentu yang tidak bisa
difungsionalkan, kami
targetkanditahunini
bisadiselesaikan,” ucap
Tjahyo.

Tjahyojugamengimbau
agar KY mempersiapkan
ASNyangberadadi
lingkungan kerjanya,
sehingga dapat
mewujudkan birokrasi
yangramping Dan
bergerak cepat.

“Yang diinginkan oleh Pak
Presiden Joko Widodo
adalah birokrasiyang
ramping dan bergerak
cepat, profesional dalam
melayani masyarakat,
sertatidak terganggu

denganiklim politik yang
terus berubah - ubah.

Untukitu, KY juga perlu
untuk menyesuaikan
program kerjanya

dengan semangat dalam
reformasibirokrasi. Saya
juga berharap agar KY
mulai mengevaluasi
sertamelakukan
pemetaan dalam

struktur organisasinya
untuk memetakan
jabatan-jabatan yangbisa
dialihkan ke dalam jabatan
fungsional,”imbuhnya.
(Priskilla/ Adnan/Festy)
kY]
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KY Berpartisipasi Ramaikan
Kampung Hukum 2020

Suasana saat booth KY yangramai
dikunjungi oleh pengunjung pameran
kampung hukum di JCC

Komisi Yudisial (KY) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum
tahun 2020 dalam rangka Sidang Jstimewa Laporan 7ahunan Mahkamah
Agung (MA). Kegiatan yang dilaksanakan pada 25-26 februari ini
diadakan di Plennary Hall Jakarta Convention Centre, diikuti oleh 31 booth
yang mewakili Kementerian/Cembaga Negara, Dirjen dan Kesekjenan
MA, LSM, serta BUMN.

amerah Kampung
Hukum merupakan
hajatan MA pada

setiap tahunnya. Kegiatan
yang berbarengan dengan
SidanglIstimewa Laporan

www.komisiyudisial.go.id

Tahunan MA inibertujuan

untuk memudahkan
masyarakat dalam
mengakses informasi
langsung terkait tugas

pokok dan fungsi MA dan

stake holder-nya, serta
berbagai kebijakan dan
inovasilainnya.

Pembukaan pameran
dilaksanakan secara

resmipada Selasa
(25/03). Acarayang
dibuka dengan tarian
Papuainidihadiri
oleh para Pimpinan
MA, Hakim Agung,

EDISI
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Hakim ad hoc, pejabat
struktural MA, para

Ketua Pengadilan Tinggi
dariseluruh Indonesia,
Ketua Pengadilan Negeri
wilayah Jabodetabek,
paraKetualLembaga, para
mahasiswa dan lainnya.

Wakil Ketua MA Bidang
Non Yudisial, Sunarto,
dalam sambutannya
mengatakan bahwa
pameran tahunini
berbeda dengan
penyelenggaraan

tahun-tahun sebelumnya.

Dimana biasanya hanya
diselenggarakan satu
hari, tahunini, pameran
Kampung Hukum
diselenggarakan pada 25
dan 26 Februari2020.

“Halinidiharapkan bisa
memberikaninformasi
yang lebih banyak bagi
masyarakat. Selain itu,
bahwa pengunjungjuga
bisa menikmati talk show,
hiburan edukatif, dan
acaralainnya secara lebih
leluasa,” jelas Sunarto.

Setelah pembukaan, para
pimpinan MA berkunjung
ke tiap booth peserta
pameran.

KY antusias menyambut
kedatangan pimpinan MA
dan pengunjung. Untuk
konsep kaliini, booth KY
mengambil konsep surga
danneraka. Halini sesuai
dengan marwah hakim
sebagai Wakil Tuhan
didunia, makasurga

seharusnya merupakan
tujuan utama bagi
hakim. Namun demikian,
karena godaan sebagai
hakim sangat besar,
hakim yang tidak tahan
godaan akan berakhir ke
neraka. Booth didesain
semenarik mungkinagar
pengunjung memahami
konsep yang ditawarkan
oleh KY.

“Konsep sesuaitugas dan
fungsiKY untuk menjaga
marwah hakim. Oleh
karenaitu, konsep kaliini
kamiingin menekankan
bahwa KY bersama
dengan MA akan selalu
berusaha mengajak dan
mengingatkan hakim
untuk mencarisurga, dan
menjauhineraka. Sebisa

mungkin KY melakukan
upaya preventif untuk
menjaga agar hakim
dapat menjalankan tugas
sebagai Wakil Tuhan
sebaik-baiknya,” jelas
Priskilla yang bertugas
menjaga booth KY saat
pameran berlangsung.

Pimpinan MA terlihat
mengapresiasi konsep
booth KY.Ketua MA
Hatta Alibahkan terlihat
berdiskusi. Konsep yang
unik membuat booth KY
ramaidikunjungioleh
pengunjung pameran.
Bagi pengunjung yang
datang, penjaga booth
KY memberikan souvenir
dan terbitan KY, serta kuis
dengan hadiah menarik.
(Noer/Festy)

\ Patisipasi KY dalam pameran kampung

hukum yang diadakan oleh MA di JCC
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SELINTAS

Tingkatkan Ruang Lingkup, KY
Raih Sertifikasi ISO 27001

Penyerahan SertifikatISO 27001dari
Direktur Utama CBQA Global Yessiva
kepada Sekretaris Jenderal KY Tubagus
Rismunandar Ruhijat

ekretariat Jenderal
Komisi Yudisial (KY)
menerima sertifikasi

International Organization
for Standardization

(IS0) 27001:2013 untuk
Information Security
Management System
(ISMS) atau Sistem
Manajemen Keamanan
Informasiuntuk ruang
lingkup Data Center, Help
Desk,Pengelolaan Aplikasi
dan Infrastruktur di

Bidang Datadan Layanan
InformasiKY.

www.komisiyudisial.go.id

Sertifikat diberikan oleh
Direktur Utama CBQA
Global Yessiva kepada
Sekretaris Jenderal KY
Tubagus Rismunandar
Ruhijat dan didampingi
Kepala Pusat Analisis dan
LayananInformasiKY R.
Adha Pamekas di Gedung
KY, Jakarta, Kamis (20/2).

CBQA merupakan salah
satulembaga sertifikasi
yang telah diakreditasioleh
Komite Akreditasi Nasional
(KAN) danmember

International Accreditation
Forum (1AF).

SekjenKY Tubagus
Rismunandar
mengucapkan terima
kasih dan apresiasi
kepadatimterhadap
capaianyangtelah diraih
KY. Tubagus berharap,

KY terus meningkatkan
prestasidan berupaya
untuk meningkatkanruang
lingkup yang lebih luas lagi.
“Terus konsisten dalam
penerapan setiap tahapan

JUNI 2020

yangada. Kedepan terus
ditingkatkan denganruang
lingkup yang lebih luas
lagi,” harap Tubagus.

Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
Layanan Informasi

KY Farid Wajdi
menyampaikan, dengan
sertifikasi|SO 27001:2013
inidiharapkan pengelolaan
informasidalam
memberikan pelayanan
kepada masyarakat
semakin meningkat.
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ISO/IEC 27001: 2013 -
MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

Indonesia

Scope of Certification
February 2019

-

oo

Yessiva
Director

dﬂF"’-q?%.

5 @ 150 27001

Cert. Number: |ISMS1001009

(please click above for certificate valdity)

Initial Certification Date
Issue Date
Expired Date -0

U3QA GIOBAL

CERTIFICATE OF REGISTRATION

INFORMATION SECURITY

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10450 —

Komibs Akradissi Nasionsl
LSSMK

- 02 February 2018
: 02 February 2020

February 2021

has been found 1o CONTONm WIth the requirements of the Management System Standard mentioned above

The Provision of Information Securnty Management Systems of Data Center, Help Desk,
Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services

This is in-accordance with SoA Number 3/AL 2/S1/04/02/2019, version 3.0, released date 11™

{scan rnn]

Thlsdocumerrlsrsstm wdhgtaoarﬂncaﬂm Agreement of cerification senvices thal can be scoessed al

b ! &l and cerilicats could be vildated &l www chaaglobal comicarilicale-vallgaton
cnrmmarm Mauwnﬂnn Tnvmesvdi!!A..Jl TB. Simatupang Kav. 14, Cllandak, Jakaria Selatan 12560

“Sertifikasiini seharusnya
memacu produktivitas
KY dalam memberikan
pelayanankepada
masyarakat. Semoga
konsisten dengan standar
dan prosedur-prosedur
yang dianjurkan sesuai
bestpractice yangada,”
ujar Farid.

Konmisi YupisiAL JANUARI

IS0 27001:2013
merupakan prosedur
terdokumentasidan
praktik-praktik standar
untuk manajemen
sistem yang bertujuan
menjamin keamanan
informasidi suatu
organisasi. Menerapkan
standar ISO 27001akan

membantu organisasi
dalam membangun
danmemelihara sistem
manajemen keamanan
informasi (ISMS).

Selainituuntuk
melindungiserta
menjaga kerahasiaan
(confidentiality),

integritas (integrity) dan
ketersediaan (availability)
informasi.

Direktur Utama

CBQA Global Yessiva
menyampaikan, sertifikasi
yangdiperoleh KY
merupakan salah satu
upayadalam penerapan
tatakelola penanganan
danpengamanan
informasiyang baik.
“Inimerupakan one

step foward, saling
bahumembahu untuk
menciptakan tata kelola
pemerintahanyang baik,”
ujar Yessiva.

General Manager CBQA
Global Anwar Siregar
menambahkan, upaya
yangdilakukan oleh KY
merupakan langkah maju
instansipemerintah
terhadap penerapan
Sistem Manajemen
Keamanan Infornasi
dilndonesia. Inibukan
persoalan melek IT atau
kecanggihan teknologi,
tetapilebih kepada
kesadaran kepada
keamanan informasiitu
sendiri.

“KY sebagailembaga
negarayang diamanatkan
UUD bisamenjadi
contoh sebagaisalah
satulembaganegara
yang konsisten dalam
penerapan Sistem
Manajemen Keamanan
Infornasi (SMKI) di
Indonesia,” pungkas
Anwar. (Jaya/Festy) [

www.komisiyudisial.go.id



HEADACHE

dr. Lusia Johan

Wabah

virus corona
(COUID-19)
menggegerkan
dunia. Bahkan,
sejumlah
negara dan
wilayah
menyatakan
status ‘darurat’
untuk melawan
virus ini.
Berdasarkan
data hingga
Rabu (11/3),
Pemerintah
Indonesia
mengonfirmasi
ada 27

pasien yang
dinyatakan
positif
mengidap
corona.

www.komisiyudisial.go.id
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y

irus Corona-19
menimbulkan
ketakutandi

masyarakat karena
menimbulkan wabah
penyakit sistem
pernapasan. Virus 2019
Novel Corona Virus
muncul pertamakali di
kota Wuhan, Cina pada
akhir Desember 2019.
Virusinimenyebar dengan
cepat dan telah menyebar
ke wilayah laindiCinadan
beberapanegaralain.

Beberapa negara seperti
Iran, Korea Selatan,

ltalia, dan Jepang tengah
mengalamipeningkatan
kasus yang cukup tinggi.

Melansir datayang
dikumpulkan oleh John
Hopkins University, hingga
Selasa (25/02/2020)
siang, jumlah pasienyang
terkonfirmasi positif

Covid-19 telah mencapai
80.152 kasus. Sementara,
jumlah kematian yang
tercatat adalah sebanyak
2.701kasus diseluruh
dunia.

Virusinimerupakan
kelompok Corona Virus
jenis baru, teridentifikasi
WHO pada awal Januari
dandisebut dengan
nama 2019-nCov atau
Novel Corona virus.
Virusinimenyerang
sistem pernapasan, bisa
menyebabkan gangguan
pada sistem pernapasan,
pneumonia akut sampai
kematian.

Sebelumnya, virus
coronajuga sempat
menjadi penyebab wabah
SARS yang terjadi pada
tahun 2002 dan MERS
yang terjadi pada tahun
2012 lalu. Ketiganya

sama-sama menyebabkan
infeksi pernapasan berat
danmenular.

Penyebab dan
Penularan

SepertiVirus Corona
lainnya, berasal dari
binatang-binatang
(zoonosis), demikianjuga
virus Corona19inididuga
berasal daribinatang.
Sebagian besar infeksi
dimulaidariorang-orang
yang bekerja atau sering
berbelanja diPasar lkan
Wuhan, di pusat kota Cina.

Namun seiring dengan
bertambahnya kasus,
pemerintahan Cina
mengonfirmasibahwa
telah terjadipenularan
antaramanusiadengan
manusia, melalui kontak
dandroplet (percikan) saat
batuk/bersin.

Diduga virus corona
dibawa oleh kelelawar dan
hewan liar lain yang dijual
dipasar ikan Wuhan.

Virus tersebut masuk

ke tubuh manusia

melalui kontak dan
makanan. Orang yang
terinfeksi kemudian akan
menularkan virus tersebut
ke orang lain melaluilima
cara.

Menurut A Handbook of
2019-nCoV Pneumonia

Controland Prevention,

yaitu:

1. Transmisidaricairan
tubuh (droplet) yang
keluar saat berbicara,
batuk, dan bersin;

2. Transmisimelalui
udara;

3. Transmisimelalui

E Konmisi YupisiAL
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darah dengan kulit
atau selaput lendir
yang terbuka (mata,
lidah, luka, dan
lainnya);

4. Transmisidarihewan;

5. Berdekatandengan

pasien yang terinfeksi.

Masainkubasi (awal
masuk virus sampai
munculnya gejala) antara
2hari—2minggu.

Faktor risiko

Semua orang berpotensi
untuk terserang virus
corona.Namunada
beberapa golonganyang
lebihrentan daripada
lainnya.

Oranglanjut usia,
terutamayang punya
riwayat penyakit
kronis;

Wanita hamil;

Orangdengan
disfungsihatidan
ginjal.

Sementara anak-anak
merupakan golongan
orang yang paling kecil
kemungkinannya untuk
terserang virusini.

Gejala
Gejalayangdilaporkan
bila tertular virusini mirip

dengan gejalaflu pada
umumnya, antara lain:

www.komisiyudisial.go.id

Demam

Batuk

Hidung berair/meler
Sakit tenggorokan

Kesulitan bernapas/
sesak napas

Nyeridada

Batuk berdahak
bahkan berdarah

Padakasus yanglebih
parah, infeksi 2019-nCov
dapat menyebabkan
komplikasiantara lain:

Pneumoniaringan —
berat

Syok (suatukondisi
kegagalanorgan untuk
bekerja)

Gagalnapas
(ARDS= Acute
Respiratory Distress
Syndrome),suatu
kondisidimana
paru-paru
membutuhkan alat
bantu pernapasan.

Banyak darimerekayang
meninggal, sebelumnya
sudah memiliki riwayat
kesehatan yang buruk
(imunitas yang rendah).

Diagnosis infeksi Virus
Corona (Covid-19)

Bagaimana mendiagnosis
kalau seseorang terinfeksi

virus COVID-197 Dengan
melihat gejalaklinis yang
muncul, juga menanyakan
adanyariwayat bepergian
ke daerah terjangkit.

Selainitu,adabeberapa
pemeriksaan penunjang
yangdilakukan, antara lain:
pemeriksaan laboratorium
rutin, pemeriksaan foto
dada (rontgen), serta
pengambilan spesimen
usap hidungdan
tenggorok.

Spesimen sebaiknya
dikirim dalam 1x24 jam,
ditujukan ke Laboratorium
Pusat Litbangkes di JL.
Percetakan Negara No.
23A, JakartaPusat.

Pencegahan

Pemahamanyang

baik, kewaspadaan
dinidan menghindari
kontak dengan pasien
yang diduga terinfeksi
merupakan kunci
pencegahan yangdinilai
efektif. Sampai saat ini
belum ada vaksinasi
untuk virusini. Tindakan
pencegahan yang dapat
dilakukan antara lain:

1. Sebaiknyaselalu
memakai masker di
mana pun terlebih di
tempatumumdan
transportasi.

2. Seringmencucitangan
memakai sabun

3. Membawa cairan

10. Bilamengalami

JANUARI
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pembersih tangan.
Cairanantiseptik
dianjurkan untuk
digunakan sebelum
makan, menyentuh
areawajah, dan
setelah menyentuh
bendaasing.

Tutup mulut dan
hidung dengan
masker, tissue atau
dengantangan saat
batuk maupun bersin.
Cucitangandan
membuang masker
atau tissue setelah
bersin.

Mengkonsumsi
giziseimbang,
memperbanyak
sayuran.

Berhati-hatikontak
dengan hewan. Saat
mengunjungi pasar,
gunakan pelindung diri
saat berkontak dengan
hewan.

Tidak memakan
daging yang tidak
dimasak.

Rajin olahragadan
istirahat cukup.

Menjaga kebersihan
lingkungan.

gangguan kesehatan
sepertidemam, batuk
pilek dan sesak napas
sebaiknyasegerake
fasilitas kesehatan
terdekat.

EDISI .
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FAKTA

corona menular antar-maon
apl pernularan melalul kentak
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Fovel coronavirus dapat menular melalui Wi
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VirFus dapar menular melalul udara di Fuang =
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1. Memasak daging dan Pengobatan Penyembuhan elektrolit, nutrisidan

telur hingga matang.

12. Menghindari
kontak erat dengan
orang-orangyang
menunjukkan gejala .
penyakit pernapasan
sepertibatuk dan
bersin.

m EDISI
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Antibiotik dan anti
virus tidak berguna
dalamkasusini.

Belum ada pengobatan
khusus yang tersedia
saatiniuntukinfeksi
virus Corona Covid-19.

tergantung kekuatan
sistemimun tubuh.

Pasien dirawat di
rumah sakit rujukan.
Terapiyangdiberikan
bersifat suportif
dengan pemberian
oksigen, cairandan

antibiotik.

Pada pasiendengan
infeksiyang berat
dandengangagal
napas perlu dirawat di
ICU untuk mendapat
bantuan ventilator
mekanik.[©

www.komisiyudisial.go.id



inggu Pagi,
awan yang
sedikit murung

aku duduk dibangku
taman yang ada dekat
alun-alun kota. Sendiri.

Setahunsudah lari
atau kadangjalan cepat
menjadi rutinitasku
setiap minggu pagi.
Lari, membuang lemak.
Membuang gundah.
Mencoba melupakan
kecewa. Mencari
kekuatan untuk terus
hidup. Tetap tegar.

Sepertibiasa, setelah

hampir sepuluh putaran
lapangan, aku duduk

www.komisiyudisial.go.id

dibangku tamanini.
Sekedar mengatur nafas
yang seringkali berakhir
dengan lamunan.
Seandainya saja....

“Hayo...ngelamun
laginih?” tanya bu
Endang membuyarkan
lamunanku.

Kusunggingkan senyum.
“hehe... tahu ajanihibu,”
ucapku.

“gimana kabar taneman
kamu? Udah tinggi?
Jangan-jangan udah
berbunga?” tanyaibu
paruh baya yang nyentrik
itu.

Akumengenal Bu
Endang hampir setahun
lalu. la menjadi teman
mengobrolku setelah
berlariditamanini.

Sosok keibuan yang
hangatjugagayanyayang
nyentrik membuatku
betah ngobrol. Curhat sih
lebih tepatnya.

Meskihanya bertemu
seminggu sekali,ia sudah
hapal kebiasanku yang
unfaedah ini. Melamun.
Meratapi diri.

“bunganya belum nongol
Bu... tau tuh kok lama
ya? Padahaldah tumbuh

RELUNG

tinggi banget pohonnya.
Paling tinggideh di
taman surgawisaya,”
jawabku.

“Atau emanglama
banget gitu Bu
berbunganya?” lanjutku
bertanya.

Beberapabulanlalula
memberiku bijibunga
matahari. “Tanem deh.
Gabakal rugi kok. Punya
ibu dah berbunga. Cantik
banget,” kata Bu Endang
sambil memberikan 5 biji
benih bunga matahari.

“tanem aja di botol bekas
dulu. Nantikalau daunnya

EDISI
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RELUNG

sudah ada 4 atau lebih
baru dipindah ke pot
yang agak gedean. Trus
disayang-sayangdeh,’
terangnya memaparkan
caramenanam benih kala
itu.

“Atau bunganya ga cocok
kaalibu sama saya. Males
dia berbunga. Mungkin,”
aku mulai pesimis.

Kuarahkan mataku pada
gelak tawas sepasang
anak kecil denganirang
tuanya.

“Liat mereka, bahagia
banget yabu. Seandainya
sajasaya ga minta cerai
dulu. Mungkin sekarang
sayakayak merekaitu.
Bisajalan-jalanbareng
anak dan suami,” ucapku
dengan tersenyum miris.

Huffff.... kuhembuskan
nafas panjang... hatiini
masih berat...

“Tapidulurasanyasaya
ga bisa terima suamisaya
selingkuh bu. Rasanya
saya kecewa. Terkhianati.
Setelah segalanyasaya
kasih. Saya ga banyak
nuntut. Sayanrimo.

Tapi kok saya malah
diselingkuhin. Marah saya
bu.

Tapisekarang sayamalah
merasa andai saja saya
lebih sabar. Atau nerima
aja suamisaya selingkuh.
Andai saya menerima
dimadu. Mungkinkah saya

m Konmisi YupisiAL
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lebih bahagia sekarang?
Anak saya ga dioper-oper
tiap minggu.

Sayairibuliat keluarga
kayak gitu. Sayajuga
pengen ngasih keluarga
yangutuh. Yang harmonis
untuk anak saya. Tapi
sayajugagamaudimadu
Bu.

Curhat lagi saya. Hufffff....

Lama-lamalbu bosen
yadenger curhat saya
yangitu-ituaja,” tuturku
panjang.

Sambil menyentuh
tanganku Bu Endang
Berkata, *kamutau

ga kenapa sayasuruh
kamu menanam bunga
matahari?”

Akumenggeleng

“Kamu tau kanbunga
mataharikayak gimana?
Bunganya gede.
Kelopaknya kuning.
Ngikutin mataharidari
pagi sampai sore. Saya
sih kalau lihat bunga suka
seneng. Serasa dapet
semangat gitu. Bunga
kecil aja bikin semangat,
apalagiyang gede kan.

Jadisecaragalangsung
sih sebenernya saya
mau ngasih kamu
semangat. Kayak bunga
matahari. Tumbuh
tinggi. Daunnya lebar.
Paling tinggidiantara
bunga-bungaan malah.

Terus bunga matahari
yang kamu tanamitu
jenis yang paaling gede
lho. Tingginya bisa
semeter lebih baru
nongol bunganya. Setelah
bunganya keluar, dia
bakal ngikutin matahari.
Semoga kamujuga gitu.
Kamu bakal ngikutin kata
hati kamu. Mengikutiapa
yang kamu yakini benar.

Ohiya. Tahu gakamu
ternyata bunga matahari
itu sebenernyabunga
majemuk. Bunga

yang terdiridari
ratusan bahkan ribuan
bunga-bunga kecil. Dan
kamuitu orang baik,
seorang ibu yang baik.
Dulu istriyang baik.
Kisah-kisah kamu dulu
membentuk kamu yang
sekarang. Cantik. Kuat.
Berbanggalah.

Tak adayangsalah
dengan perceraian. Toh
tak adajugayangsuka
dimadu. Diduakan. Ibu
sudah bilang berkali-kali
kan? Wajar banget kamu
marah. Wajar banget
kamu minta cerai setelah
diselingkuhi. Jadijangan
menyesalinya,” ucap Bu
Endang menguatkanku.

“Soal mereka? Seringnya
kita melihat rumput
tetangga lebih hijau dari
rumput kita tanpaingat
bagaimana sulitnya
proses yang kitajalani
untuk mendapatkan
rumput seindah itu,”

tambahnya sambil melirik
padakeluargayang
kulihat tadi.

Kamiberpelukan. Tak
lama setelahnya kamipun
berpisah.

Teringat ucapanBu
Endang, kuhampiri
bunga matahariku

yang tingginyakini
sepundakku. “hai,
tumbuh yangsehatya...
cepat berbunga. Beri

aku semangat. Semoga
saja aku bisa ketularan
sepertikamu ya. Cantik,
kuat, menebar semangat.
Menebar kebahagiaan.
Besok berbungaya,”
ucapku bicara padabunga
matahari.

Ya. Mulaisaatiniaku
akan hidup sepertibunga
matahari. Aku akan
mengikuti keyakinanku.

Aku akan bersemangat
menjalani hidup.
Hempaskan mantan.
Cukup diingat sebagai
pelajaran. Tak perlu
disesali.

Berbagi kebahagiaan,
berbagisedekah, berbagi
ilmu, berbagirezeki. Tapi
tidak berbagi suami.
Hehehe...

Skenario hidup telah ada
masing-masing dan harus
dijalani.Namunjangan
menyerah pada keadaan.
Karena kebahagiaanitu
butuh perjuangan.®
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